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sebelumnya sudah  discmpaikan Pemandangan Umumnya
oleh Juru Bicara Faraksi Partai Golkar {Drs.Aristo Munandar dan
Mcaing Susiwalti), khusus uniuk saya, dipercayakan unfuk
menyampaikan  Pemandangan  umunt alas  Ranperda
Pembinaan Jasa konstruksi.

Pembinaan Jasa Konstruksi, terhadap masyarakat  jasa
konstruksi telah menjadi Tanggung Jawab bag Pemerintah
dan Pemerintah Daerah sebagai mana diamanahkan olen

Undang Undang nomor 18 ifahun 1999 dan  Peraturan

Pemerintah Nomaor 30 *fahun 2000.

Dalam  melaksanoan  Pembinaan  Dunia  Jasa  Konstruksi

Pemerintan Daerah diharapkan fidak hanya memakai kaca

maia vyang hanya dihadapkan kepada Konstruksi dan

Penyedia Jasa Konstruksi saja, sebab kelayakan Produk Josa

Konstruksi sangat di pengaruhi oleh beberapa komponan

masyarakat jasa konstruksi itu sendirt anlara lain:

1. Penyedia Jasa {(Koniraktor beserta perangkainya)

2. Pengguna Jasa Konstruksi  {Pemilik  Pekerjaan.termasuk
Pemeriniah) _

- Peruschaan barang dan jase milra usaha jusa konsiiuksi |
pabrik besi, semen, atap seng, triplek, kawal, AMP, Beion
Redemik dlso

4. Organisasi Kemcsyarakatan  yang berkaitan  dan

berkepentingan dibidang Jasa Konstruksi |

5. Instantasi Pemerintah dan Perguruan finggi,

(W)

Komponen tersebut diatas dapat kita sebut sebagai hulu dari
Jasa konstruksi yang nantinya akan menghaoasilkan Prodok Jasa
Konstruksi, vang disebut Konslruks, Gedung Jalan ingeasi dlsk.

Kita tidak mungkin akan dapat mencapai hasit produk jasa
konstruksi yang baik apabila prilaku Hulu dari masyarakat Jasa
vonsiruksi ity sendini fidak mempunyal niat yang sama, dapat
kami contohkan, kelika penyedia jasa konshuksi mendapat
rugas melaksana pembangunan Konsiruksi Gedung, Penvedia
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Jasa ckan membutuhkan bahan pangunan konsiruksi varng
disediakan oieh suplayer dun pabrik, misalnya besi, pipa, leger
iempatan, kawat, kayu cat dli, ternyala spesifikasi yang
diharapkankan tidak dapat dipenuhi oleh pasar/ suplayer tsb,
karenc produk paprik yang dijual bebas dipasar, lidak
ferawasi dengan baik olen Pemerintah, kayu yang fidak
perkualitas, friplek yang tidak paik, dalam hal ini pemerintan
sepertinya memberikan pembiayaran kepada pelaku produksi
barang/bahan konstruksi, pemerintah febih senang mengatur
dinilir, yaitu pada pelaksanaan Jasa Konsiruksi,  yang sangat
sulit, pada hal jika Pemeriniah lidak membiarkan Produksi
Paorik [ nulu) berproduksi diluar standar SN yvang sudah
diteiap, maka kulitas Jasa Konsruksi tdkiah sulit diatur. Jika
Pemerinlah  Derah Provinsi Sumalerc Borat  berant tidok
memberikan izin bahan bangunan Konshruksl yang Non S
untuk beredar ctau diperjual belikan di Sumatera Barat, kami
yakin  kualitas  konstruksi akan mampu  kita  perichankan
dengan baik.

Tapl kolau hanya bahagion hilir yang ingin diatur olen
Pemerintch Daerah, sangat sulil melakukan pengawasannyd,
Namun kita tentu tidak poleh patah arang Gubernur teniu
sudah  punya ide dan kiat tersendini dclam  melakukan
pengawasannya untuk itu dimchonkan penjetasannya.

Bapak Gubernur Yang kami hormati,

selanjutnya  sejalan dengon itu xami Fraksi Partai Golkar

memohon penjelasan sebagai berikut:

1. Pada konsideran Mengingal poin.7. Peraiuran Pemerintan
N0.28 tahun 2000 g usanha dan peran masyarakal jasd
xonstruksi  sebagaimana  telah  divbah  dengan PP
no.4/2010........ dst, oerlu penambahan karena PP28/2000
tersebut teiah mengalami dua kali perubahan lerakhin
dengan Peraturan pemerinlah nomor 92 Tahun 2000 Jdon
sudah masuk dilembaran negara Rl fachun 2010 tergaliar di
nomaor /7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092, Mohon
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penjelasan, Karena perubahan ini fidak bisa dipsahkon darl
Peraturan Pemerintah sebelumnya.

. Pada Konsideran Mengingat poin: 8. Peraturan Pemerintan

Nomer 29 tanun 2000..... dst, perlu penambahan karena
Peraturan Pemerintan ini sudah dilakkan paerubahan dengan
Percturan PemerintahNomor; 59 lahun 2010 Lembaran
NegaraRl Tahun 2010 Nomor 95. Karena perubahan ini lidak
bisa dipisahkan dari Peraturan Pemerintan sebelumnya.

. Dalam  Konsideran  mengingat  Gubernur belum  lag

mencanfumkan Peraturan mentn Pekernaar umum Norror
08/PRT/M/2012 tentong Petunjuk Teknis Pembentukarn Unif
sertifikasi dan Pemberian Lisensi dan Peraiuran Lembaga
jasa konstrukst Nomor 08 tahun 2012 tentang unit Sertifikeasi
Badan usanha Jasa konsiruksi, serta Peraluran embaga Jasa
konstruksi nomor 09 Tahun 2012 tentang Unit Serfifikasi
Tenaga Kerja Jasa Konslruksi, yang sangal eral kaitannya
dengan Pembinaan Jasa Konstruksi dan juga akan sangat
perpengarun kedalam maten Ranperda itu sendirt, untuk tu
monon penjelasannya.

. Pada Bagian Ketiga Pragraf 1 Pasal 12 angka (1} huruf, d, e,

Penyedia jasa berkewajibarn:

d. memiliki sertifikat usanhc yang seharusnya "Serlifikat Badan
usana jasa Keonstruksi [ SBUJK] dari asosiasi perusahaan
yang terakreditasi dan diregisirasi oleh iembaga,

e. memiliki sertifikal profesi darl asosiasi profes alau institusi
pendiaikkan  dan  pelatihan  yang  lerckrediias  dan
diregistrasi oleh lembaga,

Untuk yang dua sub.poin ini dmohonkon penjelasannya
karena, Pergturan Mentri Pekerjacn umum Nomor
08/PRT/M/2012 Tentang petunjuk Teknis Pembentukan
unit Seriifikasi dan Pemberian Lisensi, bahwa  Asosiasi
Perusahaan dan asosiasi Profesi fidak lagi berwenang
mengeluarkan Sertfifikat badan Usaha Jasa Konsiruksi



dan sertifikat keahlian(SKA] serta sertifikat Keterampilan
(SKT} untuk tenaga kerja Pelcksana Konstruksi, akan
tetapi sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh Lembaga
jasa konstruksi Provinsi{LPJK-P) dengan membentuk Unit
Sertifikasi Badan Usaha( USBU} dan Unit Sertifikasi tenaga
Keja{USTK], dan diatur  dengan ceraturan
pelaksancannya cleh Peraturan Lembaga Jasa
Konstruksi (PERLEM): 08 dan 09 tahun 20172,

5. Pada RancanganPercturan  Daerah  ini,  juga  digiur

mengenal sanksi administratif, unfuk Penyedia Jasa pada
Pasal 12 dan Pasal 15 untuk Penyedia darne Penggunc Jasa,
akan fetcpi tidak fterlihat kesetaraan antara FPenyedia Jasa
dan Pengguna Jasa dalam penerapan sanksi, padahal
sanxksi administrasi ini sudah dictur secara ferang benderang
pada  Undang Undang no.18/199%9lenlang Jasa Konstruks
Pasal 42 dan Peraluran Femennlah nomor 28 & 29 lahun
2000. Untuk itu mohon penjelasan.

. Pasal, 33 Rangerda ini mengatur lenlang Kegagalan

Bangunan;

(1. Kegagalan Bangunan adalah menjads langgung iawb
penyedia  jasa dan  ditentukan  ferhilung  sejak
penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama
10{sepulu) tahun,

[2). Kegagalan bangunan sebagoimana dimaksud padio
ayat (1) cinilai dan ditetagkan oleh penilai ahli

3). Penilal  ahli sebagamaoana  dimaksud pada  ayai
[2)ditetapkan dengan keputusan Gubernur

Padahal  Kegagalan  Bongunan  ilu adalah  menjadi

fanggung jawob antare penyedia jasa dan pengguna jasa

yang diatur pada UU Nomor 18/1999 dan Peraluran

Pemerintah No.29 tahun 2000,
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Fasal 33 pada Ranperda ini terkesan dibuat ketidak

setaragan  antara penyedia jasa dan pengguna jasa, dan
terkesan juga melindungi sebahagian unsur penyedia jasa,
sepbabh penyedia jasa yang ledihat di Ranperda ini yakni
nenyedia jasa  pelaksanaan  konshuks, penyedia ja.o
konsultan perencana dan pengawasan sepertl dilindundi,
dan sangat berbeda dengan kegagalan bangunan yang
diatur Undang undang nomor 18/1999.
Ciharapkan  jika Ranperda ini ielah  disahkan menjadl
Peraturan Daerah tidak ada hal-hal yang diselimul, difuluepl
atau ada keinginan untuk mengaman sebanagian unsur
oelaku jasa konstruks:, kalau itu sampai terjadi maka DPRD
Provinsi Sumatera Barat sudah dibawa kedalam arena mafia
nukum. Ini fidak poleh terjadi.

. Pade Pasal 36 diatur tentang Pendanaan Ferum;

Pencanaan kegiatan Forum dapat digeroleh dar

{1]. Lembaga

(2). sumbangan atau baniuan peseria Forum;

(3}. Sumbangan dan atau pihak lain yang tidak mengikat,

Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah merupakan
banagian dar Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilekukan
Pemerintah  Daerch, Pembimaan  Jasa Konshukst  obeh
Pemerntanh Daerah diatur oleh UU nomor 18/1999 dan PP
Nomor. 30/2000, sedang pendanaan alau biaya diatur
caalam BAB ill Pasal, 14 ayat (1) s/a ayat (4). Sebagai berikul:
(1), Blaya yang diperukan untuk pembinocn Josa Konsiruked

yang dilakukan Pemeriniai Pusal dilbebankan kepada
dana Anggaran Pendapalan dan Belanja Negra,

(2). Blaya yang diperlukan uniuk Pembinaan Jasa Konstruksi
yang dilckukan  Pemerintah  Provinsi  dictur  sebaai
berikut:

a. Pembinaan vang dilakukan sebagar pelaksanaarn
fugas  dekonsentrasi dan lugas pembanluan
dibelbankan kepada APBN,



0. Pembinaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan
otonomi daerah dibebhankan kepada  Anggaron
Pendapatan Daerah,

Dihargpkan Peraturan Daerah yang akan kita Iahirkan il
fidak hanya sebagi lips servis, Pemeriniah Daerah fidak
oolenh setengan hatt untuk metaksanakan Fambinaan Jaso
konsiruksi, sejak lanimya UU No TE tahun 1999 dan ditkul
oleh PP nomor, 28,29 dan 30, dan tahun 2003 didirikanlan
.embaga Jasa Konsiruksi Provinst Sumatera Barat yang
diParkarsai  oleh Masyarakat  Jasa Konstruksi bersama
Pemerintah Daerah, yarng pembiayaannya 100 % dibigya
oleh masyarakatl Jasa konstruksi kecuall Fasiliias Gedung
Fertemuan yang  difasilitasi oleh Dinas  Pekerjaan
Jmum({Pemerintah Daerah). Karena wakiu ifu masyarakat
[asa konstruksi mengingin kesetaraan antara penyedia ja,a
dan penggund jasa, karenor Cinnador ok oo icn G
koentrak kerja antara penyedia jasa  dengan pengguna
jasa adalan sama.

Tapi sampai saat ini kesetaraan itu belum juga dapat
terwujud, Disaat Pengguna Jasc dalam nhal ini Pemerintah
terlambat merealisasikan Pembayaran lagihan kepada
Penyedia . Jasa, fdak ada sanksi  kelerlambatan
pembayaran,( karena Pemerintah tidak bersedia memuat
sanksi keterlambatan pembayaran dalam klausul kontrak)
akan  fetapl apabila penyedia jasa terlami at
menyelesaikan  pekerjaan  sesuai dengan konlrak,
penyedia jasa akan mendapat sanksi denda sampai 5 %,
Jika Pekerjaan harus dikerjakan lebih karena faktor alam
dan kesalahan perencanaan ini ckan dihitung lumpsum
oleh pengawas dan apabila pekerjaan kuarang dikerjakan
menururut satuan volume pekenaan, micka akan dihilung
cleh pengawasan sbagi unit pres.

Kami  juga merasa  khawatir  setelah  disahkannya
Rancangan Peraturan Dcaeran ini menjadi  Peraturan
Daerah, inl akan menamban boeban Diaya inggi o
oenyedia jasa konsiruksi, karena prilaku penggund jasa
dalam tanda kutip " oknum Satker KPA, PPATK dan Panilia
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Pelelangan * cendrung menginginkan peseria pelelangan
oekerjaan relalif kecil, seningga yang bersankuian fidaklah
terlalu repot untuk melakukan oveluash poncswcian, sehirg
go ada inisialif unluk merekayasa persyaralan pelelangan,
menjadi lebih berct, dan celakanya ada diantara oknum
tersebut memamfaal  situasi i, seninggd pada
pengumuman oelelangan dimintalan persyaraian yang
iaak masuk akal, SKA {sertifikod Kool cinta 10 aan
minimal pendidikan ST SKT (seriilikal  Keterarmplian e,
nendidikan  minimat D3, padahal  persyaraian untuk
mendapalkan sertifikat Keahlian smpai dengcen tingkaf
Madya dapet beri kepada Tenaga Keria dengan jazab
Sarjana Muda dengan Pengalaiman 1O tanhon, can sl
dapat diberikan kepada Tenagd Kerja yang berijozah SLT A
dengan pengalaman ijasd konsiruksi minimal 3 fanun,
Sebagai ilustrasi kami gambarkan, untuk pekerjaan yang
milainya 5 Milyar dengan lama pelaksanaan nekeraan 120
nari, Penyedia Jasa fidak akan mampu e nguUl honag
ARl dan Tenaga terampil sebanyak itu, dan akan songat
Hdak  mungkin Perusahaan  Kecll  dan Menenguh
mempunyal karyawan yang banyak. Maka untuk itu kami
Sraksl Partal Golkar  rmenyarankan  eiranyc, Perafuron
Daearh ini dapal menyelesaikan persoaian jasG KOnsiruess
di Sumatera Barat; .
_Parlu ada pasal yang mengatur lentang  stancar

nenetapan persyaratan pelelangan lorulama  fentang
jumiah fenaga Al can Tenaga Lol ooy ciperlukeon
untuk  sebuah  pelaksaknaan  pekerjaan  yang  Gkan
dilelangkan, tidak saja divkur dar kesulilan tehnolginya
dan juga dihitung dari jumlah serapan dana  pagi
pekerjaan lersebut.

Setiap Pengguna jasa yang menginginkan jumian fenaga
ARl dan Tenaga Trampil yang lebin maka perlu
menyediakan anggaran untuk tenaga tersebut .

. Pemerintah/Pemerintan Daerah sucicih et
mencantumkan ltem Tenaga Ahli dan Tenaga Terampi
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didalam Analisa Pekerjaan, sehingga dengan
penambahan  jumiah  fenaga maka  olomatis  nilal
pekerjaan akan naik.

4. Perlu ada standar harga bahan dare standar harga
pekerjaan yang pasti, y'ong dijadikan acuun  pada
evaluasi penawaran.

5. Diharapkan bahan bangunan diluar standar SNI untuk
dapat dilarang beredar di Sumatera Barat.

Bapak Gubernur hadirin yang berbahagic, selanjuinya izin
kami  menyumpcikan  harpan hargpan masyarakat
Sumatera Barat kepada Pemerintah dan  Pemerintah
Daerah sumatera Barar:

1. Pertumbuhan Transportas jalan disumalera Barat saal
berialan lamban tidak sebanding dengan pertfumbuhan
kenderaan yang merntaatkan fasilitas, lerulama Padang
Bukit Tinggl Payakumbuh, kemacetannya sudah diluar
angka  foleranst,  untule o diherapkom capal
mengupayakan pelebaran jalan Padang Bukit Tinggi
Payakumbun, dengan memamliactkan bahu jalan dan
memasang  tembok penahan jalan dan  melakukan
penimbunannya sehingga jalan mejadi tebar, disaal saaul
fertentu bahu jaian dapatl bermamfaal menjadi jalan
alternatif,

2. Pembangunan Rumah lbadan yang bisa kila lakukan
ooy hanya Pembangunan tosicd Roya Sumialora Bo o
i Kota Padang, sedangkan uniuk Kola dan Kabupat:n
Icin oelum lagl dagat kita wujud, selama inl banfuan
untuk pernbangun rumah ibadah dikabupaten dan kota
COnKan sampai kenagan dan jorona/desa vaity orelalui
canfuan hibah, Masyarakal sangal perharap kiranyo
Gubernur tidak berdoa saja untuk hibanh bansos fersetut
fapi harus diringi dengan peruangan yang gigih ke
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Pemerintah Pusat sebab bantuan hibah kerumah ibadan
adaiah juga rerupakan belana pModal bahkan akon
bertambbah menjadi 150 % s/d 200 % dikembangkon oieh
masyarakal dengan swaaayanyac.

Bantuan keuangan ke Kabupafen Kota hakikatnya juga
merupa belanja moddal, i adatal onaran miosyarcke
dan salah safu nintu mosuk bagi Provingt untuk Disa masuk
membantu pembangunan di pedesaan alau Nagari, in
hendak dijadikan oleh gubernur maotivasi pembangunan
desa atau nagari,

. Sepanjang  jalan  dua jaiur  dikota Padang  (Khatib

Sulaiman dan Jalan famka), masyarakat pengguna jalan
tidak lagi merasa nyaman, terutama jika akan
melakukan berputar arah, disana sudah berdin Pak ogah
yg akan membaniu perjalanan kita, dengan harapan
mereka mendapatkan imbalcn, namun  sebahagian
masyarakat merasa ogah unfuk memberikan uvang lip
fersebul, karena mereka sudah melakukan kewajibannya
unfuk  memakai  jalen dengan  membayar  Pajak
Kenderaan bermotor, jika tenaga caiau pelugas kila
daiam penertiban lalu linfas kurang-akan lebih baik jika
Pemerintah Daerah Kola Padana  dan dibantu oleh
Pemerintah Daerah Provinst unluk menenyatkan Polugas
Pengatur Pengatur laiulintas yvang dianggarkan melcilui
AFBPD demi terlaksana pelayanan yang baik lerhadap

masyarakat cenggunajalan,

CDalam wakiu dekal msyaallah Ronltbos [eA akom o 1

menjadi  fransportasi dar dan menuju Bandara
Infernasional Mincng  Kabau, namun inl sefiap ada
Ranhmat disitu ada fantangan yang harus kita pecahkan
persama, dimana dijain Railbos BIM Teodi Tk silang
sebidang antara Jalan Raya dengan Railous, sclu itk
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dijaian  Provinsi BIM-  Pariaman  dan  dijalan Nasion:
Padang-Bukit  Tinggi 'epatnyo ol Duku, juga  ckan
berpengarun sampal kepelintasan Tabing  dan Lubuk
Buaya, yang membuluhkan overpas guind menyganiisips
kerawanan  kemacefan  dan  kerawanan lingkal
kecelakaan di daerah tersebut. Disamping itu yang tidak
kalah kerawcnaonnyc cacdalan pada kawasan,  Stasion
Tabing, Lubuk Buaya dan dan Duku ilu sendil, uituk i
cisaran pada stasiun KA, Tabing dan Lubuk Buaya perlu
menyiapkan tempat Parkir pengantar dan penunggu
yang memadai sehingga tidak meniadikan jalan Nasional
menjcdl tempat Parkir, khwsus  Stasiun Tabing karm
menyarankan unfuk dapat dipindahkan kearah Barat
dan fidak menjadikan Ruang Tunggu dan Pintu masuk
sekarang ( banagian Timur] menjadi rvang funggu, ini
akan menimbulkan kemacelan duntawans kecoiakaan,

. Telah diekspos dimedia oleh Pemerintah Daerch bahwa
akan dilcksanakan pengisian liga jabalan SKPD eselon i,
yang akan diakukan  pelelangan  jabatan yang
dirnaksud, salah satu dari jabatar SKRPD Tormotut cedaizh
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Baral, yang sampai
saaf ini sudoh dua tchun di tunjuk pelaksana tugas [PLT),
unfuk fidak terkesan Pemerintah Daerah ikut melakukan
periemahan ternadap instilusi DPRD, senerll vang ferjadi
difemenntah Pusatl, diharapkan Gubernur segera unluk
dapal menerapkan Sekrelaris DPRD dengan sesegora
mungkin  dan -sekaligus melantiknya, karena sekretaris
dewan adalah tembaga penunjang pelaksanaan lugas
kedewanan  yang  sangdl bl ke Gubeinunin i
menetapkan PLT sekwan sekarang {scr. DELVI menjadi
sekwan defenitif kami rasa DPRD lidak akan keberatan,
nke Gubernur ingin menclapkan iain sesuon Undana
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unaang ASN saat ini, diharapkan Ponsel yong dibenlek
Gubernur dapat meng ckomodir  kepentingan  dan
aspirasi DPRD dan dcapatl membperikan pejabat yang
ferbaik dan mempunyai kompetensi yang sesual dengan
tugas dan fungsi DFRD.

7. Bpk Gubermnur Masyarakal berharap  diakhi  jabatan
Bapak lrwan Prayitno selaku Gubernur hendaknya perlu
penambahan  Pembangunan Monumental yang Bpk
Gubernur linggalkan guna mencaanddanc ploy over Ay
Kuning yang baru sgja seloesarn, sepeth yang dilakukon
pendahulu Bapak, BIM oleh Pak Hasarn Basrtt Durin Play
over Duku dan Kelok Sambilan cleh Pak Zainal Bakar,
Embbarkasi Haji, Mesjid Raya dan Jalan Sicincin Malalak
oleh Bapak Gamawan raug, kalaulah Jani Fak hwan
untuk  membuat jalan tol diawal menjabal menjadi
Gubernur belum dapat kita redlisasikan, akan sangat
perartl bagl masyarckat Sumatera Baral bagian utaia
saat int, pka Bapak Gubernur dapal melalakk oo Tap ik
jalan Alternatif Padang Panjarg Bukil Tinggi. Atau Jika
aatam  waktu dekat Playcover di Koto Baru  dapat
terealisas sefelch kita sukses membangun Playover Aur
Kuning maka  kskecewaon  masyorokat  akan o akon
narapan Jalan Tol capat terobati,

vemikianlah Pemandangan Umum inl kami sampaikom
Emogo Disa bermamfaal sntuk memperkaya euat
cercturan Daerah yang sedang dan akon kil hange,
Nabkillani taufik Walhidayoh Assalamualaikum Ww
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FRAKSI PARTAI NasDem W §§§
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) - .

PROVINSI SUMATERA BARAT

kil

Alamat < JI. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

Pandangan Umum
Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang
4 (Empat) Ranperda :

1. Ranperda Nagari
2 Ranperda Pembinaan Jasa Kontruksi
Ranperda Retribusi Jasa Usaha
4. Ranperda Penyandang Disabilitas

Disampaikan pada Rapat Paripuma DPRD
Provinsi Sumatera Barat tanggal 13 Februari 2015

{.; j_} -Ub\}//ﬁa

Yang Kami Hormati :

Yang Kami Hormati :

Yth. Sdr. Gubernur Sumatera Barat

Yth. Sdr. Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Sdr. Pimpinan dan Seluruk Anggota DPRD Provinst Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Sdr. Kepala Ombusdman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr. Pimpinan PT Bank Nagari dan Pimpinan BUMD

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga
Provinsi Sumatera Barat,

Yth. Sdr. Pimpinan Parpol , Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Para Wartawan dan

Hadirin yang Berbahagia.
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Alhamdulillah Hirabbil’alamin wassalatu wassala mu’ala asrafilambia iwal mursalin
wa’ala alihi waashabihi rasulillahi ajmain, ashadualla illahaillallah waashaduanna
Muhammadan Abduhu Warasulluh laanabiaba’da  Allahuma Sali’ala  sayidina

Muhammad Wa ‘ala ali sayidina Muhammad.

Puji Syukur marilah sama-sama kita aturkan kecpada Allah SWT, karena berkat ridha dan
karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatun dan kekuatan untuk dapat menghadiri Rapat
Paripurna hart ini.

Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi
besar Muhammad SAW, yang telah mengangkat derjat manusia menjadi insan kamil dimuka
bumi ini, dan kehadiran beliau sebagai pembawa rahmat untuk sekalian alam.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan
terimakasih kepada Saudara Pimpinan Sidang yang telah memberikan kcsempatan kepada kami
untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat
terhadap Empat Rancangan Peraturan Daerah : Ranperda tentang Nagari, Ranperda tentang
Retribusi Jasa Usaha, Ranperda tentang Jasa Konstruksi dan Ranperda tentang Penyandang

Drisabilitas.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati
Sclanjutnya izinkan kami menyampaikan beberapa pandangan umum sehubungan dengan
pembahasan 4 (empat) Ranperda yang telah disampaikan oleh Gubernur dalam Rapat Paripuma
vang lalu :
1. Ranperda Nagari
a. Nagari sebagai tingkat pemerintahan terendah di Sumatera Barat adalah merupakan
bahagian dari ciri Minangkabau karera adanya Pemerintahan Nagari ini dalam sistem
pemerintahan yang ada hanya ada di Sumatera Barat yang mayoritas penduduknya suku
Minangkabau, Oleh sebab itu upaya-upaya untuk melestarikan Pemerintahan Nagari ini
ditengah derasnya arus perubahan dan globalisasi harus senantiasa dilakukan dan ini adalah
menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berkenaan
dengan itu kami mohon penjelasan Gubernur upaya-upaya apa yang sudah dan akan
dilakukan kedepan.
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b. Untuk lebih meningkatkan dan memperkuat Pemerintahan Nagari maka haruslah
melibatkan berbagai pihak dan potensi yang dimiliki oleh Nagari tersebut. Salah satu
potensi yang dimiliki setiap Nagari adalah para Ninik Mamak yang memiliki berbagai
otoritas didalam kaumnya. Semakin besar peran Ninik Mamak dalam Nagari tentu akan
semakin berpengaruh positif bagi kemajuan Nagari trsebut. Berkenaan dengan itu kami
mohon penjelasan Gubernur apa saja yang sudah dan akan dilakukan dalam rangka
meningkatkan peran Ninik Mamak dalam pembangunan Nagari di Sumatera Barat.

¢. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirumuskan oleh
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten selaiu saja Nagari dijadikan sasaran
pelaksanaan berbagai sektor pembangun tersebut. Schingga Wali Nagari dan aparatnya
sangat sibuk untuk menampung dan menindak lanjuti berbagai bentuk program
pembangunan tersebut, Ditambah lagi dengan adanya kebijakan untuk membantu
keuangan Satu Milyar lebih per Napgari, hal ini tentu juga menuntut kesungguhan dan
kehati-hatian. Bwkegaan dengan itu diperiukan adanya Wali Nagari beserta perangkatnya
yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai. Berkenaan dengan itu kami
mohon penjelasan saudara Gubemur tentang uapaya apa yang telah dan akan dilakukan
kedepan.

2. Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi
e Tl YT e et Tendeatlen e Binasin dminlase et
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tinggi di tingkat Nasional maupun Internasional. Meningkatkan efisiensi dan akuntablitas
pengadaan jasa konstruksi yang bebas KFN. Meningkatkan penerapun teknologi konstruksi
penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan
konstruksi sehingga menjamin keandalan proses dan .:'p}(').duk konstruksi. Meningkatkan
kompetensi SDM Konstruksi dan mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui
koordinasi antar sektor termasuk dukungan permodalan dan penjaminan. Hasil pekerjaan
konstruksi masih belum optimal. Hal ini terlihat dari mutu konstruksi yang rendah, waktu
pelaksanaan yang tidak tepat dan efisiensi serta efektifitas penggunaan daya masih rendah.
Berkenaan dengan itu Fraksi NasDem meminta kepada saudara Gubernur untuk
menjelaskan upaya apasaja yang sudah dan yang akan dilakukan oleh Gubernur untuk

menigkatkan jasa kontruksi di Sumatera Barat.
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3. Ranperda Retribusi Jasa Usaha

Fraksi Partai NasDem memandang Perda retribusi dacrah, diharapkan mampu
memberikan stimulus tumbuh dan berkembangnya investasi Disamping itu, yang harus
mendapat perhatian adalah melalui penyederhanaan pungutan, perbaikan sistem dan prosedur
pungutan, memperkecil jumlah tunggakan, menegakkan aturan dengan tegas.

Dan yang penting juga harus dilakukan adalah, dengan mengupayakan pengajian
terhadap potensi riil dari setiap objek retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu,
kepada seluruh kepala SKPD diingatkan, agar dalam menetapkan target retrebusinya, harus
berbanding lurus dengan potensi yang ada, dengan memeprhatikan secara cermat potensi yang
dimiliki, baik dari jasa usaha, jasa umum, maupun perizinan yang menjadi kewenangan setiap
Kepala SKPD. Hal ini menjadi penting untuk menjadi perhatian, karena untuk meningkatkan
penerimaan dari retrebusi daerah, berawal dari penetapan target yang ditetapkan.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Fraksi NasDem meminta kepada saudara Gubernur untuk menjelaskan seberapa besar
retribusi yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014,
dan apa upaya saudara Gubernur untuk menigkatkan pendapatan retribasi dari jasa usaha yang
ada.

4. Ranperda Penyandang Disabilitas

Untuk menyusun suatu peraturan daerah yang ideal tentang difabel yang memberi
perlindungan dan pemenuhan hak terhadap difabel, Kita tak ingin Perda perlindungan dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat nanti hanya sebagai dokumen
dan tidak dilaksanakan. Difabel atau penyandang disabilitas, saat ini belum dipandang sebagai
bagian unsur penting yang berdaulat dalam tatanan kehidupan. Adanya payung hukum yang
jelas dan tegas untuk mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Sumatera Barat
memang sangat dibutuhkan. Tapi hal yang terpenting adalah impiementasi dan peagawasan
pelaksanaan dari peraturan tersebut. Agar jangan ada hak-hak penyandang disabilitas yang
Juga bagian dari warga negara diabaikan apalagi terdiskriminasi.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati
Berkenaan dengan itu Fraksi NasDem meminta penjelasan dari saudara Gubernur sudah

sejauh mana perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi hak-hak
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penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat berkenaan dengan pendidikan, kesehatan,

dan lapangan pekerjaan.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati
Selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa pandangan umum tentang kondisi

Sumatera Barat pada saat ini yaitu :

1. Selanjutnya kami ingin meminta penjelasan Gubernur Sehubungan dengan hasil evaluasi
Mendagri terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2015, Sepengetahuan kami sampai
hari ini jawaban Mendagri terhadap kiarisikfikasi APBD Sumatera Barat yang dievaluasi oleh
Menteri Dalam Negeri belum ada kejelasannya setelah tenggang waktu sebulan lebih. Untuk
itu kami mohon penjelasan Gubernur. ‘

2. Sehubungan dengan hasil survei yang dilakukan oleh BPS tahun 2014 tentang tingkath
kebahagiaan masyarakat seperti yang banyak dickspos di media ternayata Sumatera Barat
menempati peringkat tiga terbawah se Indonesia diatas Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Apakah hasii-hasil pembangunan serta berbagai penghargaan yang diterima Pemda Sumatera
Barat seperti yang sering di ekspos di media tidak mempunyai korelasi dengan tingkat
kebahagian masyarakat Sumatera Barat. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan
saudara Gubernur.

3. Berkenaan dengan semakin tingginya tingkat kecelakaan lalu lointas diberbagai jalan raya di
Sumatera Barat yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda dari tahun ketahun
frekwensinya sefalu menigkat. Kalau hal ini dibiarkan tanpa ada upaya-upaya yang serius
tentu korban akan lebih baﬁyak lagi. Berkenaan dengan itu kami mohon penjelasan saudara
Gubermnur upaya apa saja yang sudah dan akan dilakukan.

4. Kondisi jalan utama yang menghubungkan kota-kota penting di Sumatera Barat menurut
hemat kami dari tahun ke tahun semakin tidak memadai seperti jalan yang menghvbungkan
Payakumbuh Bukittinggi, Bukittinggi Padang sudah sangat tidak memenuhi syarat. ruas dan
luas jalan yang ada tidak bertambah sementara juinlah kendaraan semakin banyak sehingga
terjadi kepadatan dan kemacetan hampir disetiap waktu sehingga waktu yang diperlukan
untuk menempuh jarak yang ada semakin panjang, belum lagi kecelakaan yang

ditimbulkannya. Berkenaan dengan itu mohon penjelasan saudara Gubernur,
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5. Selanjutnya pembangunan Masjid Raya Sumatcra Barat sejak mulai dibangun sampai
sekarang pagar seng yang menjadi penutup lokasi bangunan tersebut belum juga dibuka itu
sebagai pertanda bahwa Masjid Raya tersebut betum juga tuntas pembangunannya. Sudah
hampir lima tahun pula prodesasi saudara Gubernur namun pembangunan Masjid raya masih
belum juga selesai. Berkenaan derngan itu kami mohon penjelasan Gubernur.

6. Berkenaan dengan pembangunan yang dilakukan olch investor dari luar dilahan ulayat

masyarakal setempat kenapa para investor lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan

masyarakat yang memiliki lahan ulayat tersebut. Mohon kepada Gubernur untuk

mengevaluasi ulang tentang hak tanah ulayat dengan para investor.

Pimpinan Dewan, Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah Pandangan Umum dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Sumatera
Barat yang dapat kami sampaikan dalam rapat peripurna ini, jika ada hal yang kurang berkenan
di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf dan kepada Allah jua kami mohon

ampun.

Wabiliahi Taufig Wal Hidayah
PE G SINL R AG
2S5 ;@\43:, )/‘;@4 > A

Padang, 13 Februari 2015

Jury Bicara

Fraksi Partai NasDem
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat

\

r. Risnaldi, S.Ag., M.M Murdani, S.E.. M.M

Ketua Sekretaris




PANDANGAN UMUM FRAKST DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. NAGARL

2. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSL

3. RETRIBUSI JASA USAHA.

4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumnatera Barat
Jum’at, 13 Februari 2015
Juru Bicara : Bpk. Darman Sahladi. SE
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. :Yth.Sdr.thbemur Provinsi Sumatera Barat.

e Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

¢ Yth.Sdr.Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat,

e Yth.Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Pageng. }mu. M- porr

e Yth.Sdr.Sekretaris Daerah / Asisten / Staf Ahli / Kepala Badan Dinas /

Kantor dan Lembagaﬁingkumgan Pemerintah Daerah Provinst Sumatera

Barat.

o Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan

yang berbahagia.

Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur, Forum kordinasi Pemerintah Daerah serta

hadirin dan hadirat yang kami muliakan,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang
senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya kepada kita semua yang
telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam
rangka penyampaian Pemandangan Umum terhadap 4 ( empat ) Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap :

—

1. Ranperda tentangNagari.

2. Ranperda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi.
3. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha.
4

. Ranperda tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi
Muhammad SAW/ dengan ucapan “ Allah Humma Shalli Ala  Saiyidina
Muhammad, Waala Ali Muhammad “ yang telah mewariskan untuk kita
pedomani yaitu Al Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam

kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Izinkan kami menyarapaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk
menyampaikan ~ Pe«f¥andangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap

4 ( empat ) Rancangan Peraturan Dazrah Provinsi Sumatera Barat .
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1. Nagari.

1)  Mempedomani Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal
1 ayat (1) dibandingkan dengan pasal 1 poin (5) terdapat beberapa
unsur penting yang tidak diadop kedalam nengertian Nagari seperti
ﬁe’?wenang"’hntuk nmengaturdan mengurus urusan Pemernrtzhaw
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistim Pemerintahan NKRI. Fraksi Partai Demokrat mohon
penjelasan.

2) Dalam rancangan Perda Nagari tidak mengenal Badan Musyawarah
Nagari sedangkan fungsinya dilakukan oleh KAN ,Fraksi Partai
Demokrat monon penjelasan.

3) Pasal 43 ayat(2) huruf (g) menyebutkan Undang-Undang No.5 tahun
1979 tidak ditemukan dalam Konsideran “Mengingat” Fraksi Partai
Demokrat mohon penjelasan.

4) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan ,karena Perda Nagari ini
sebagai payung hukum bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam
menetapkan Peraturan Nagari di Kabupaten dan Kota kami tidak
menemukan pasal yang mengatur hal tersebut.

5) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah ada
kemungkinan 'pengabungan atau pemecahan wilayah Pemerintahan
Nagari, yang #dak diatur dalam Perde Nagari ini.

Wan V{f Ih
2. Pembinaan Jasa Konstruksi.
1) Pasal 30l effgawasan jasa Konstruksi ini dilakukan oleh Pemerintah

Daerah dengan pwﬁw Gubernur ,kami Fraksi Partai Demokrat

!

mohon penjelasan dilakukan oleh badan yang ditunjuk atau oleh SKPD

terkait. )

2) Pasal 41} tentang - pembiayaan Jasa Kcnstruksi bersumber dari APBD
Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah biaya tersebut
diberikan untukm Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dan atau Tim
Pembina Jasa Konstruksi yang diatur P.P No. 30 tahun 2000.yang dalam

Perda ini belum diatur.
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3} Pasal 42,» tentang penyidikan menyebutkan bahwa penyidikan atas
pelanggaran PERDA ini diiakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di daerah/ Fraksi Partat Demokrat mohon penjelasan kewenangan dan
tanggungjawadb PPNS tersebut sejauhmana dampaknya kepada pemakai

jasa konstruksi.

fun pu€

3. Retribusi Jasa Usaha.
1) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bahwa ranperda retribusi jasa
usaha ini merupakan perubahan terhadap Perda No.02 tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha menjadi 5 jenis retribusi,sedangkan masih terdapat

6 jenis Retribusi yang belum diatur, dap—bagamana—pelayanah
' ah telah distapkarr kS e FEUTBUST bR ersebur 0
Pt Vad

2) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan apakah inventarisasi kekayaan
daerah telah dilaksanakan dengan baik dan lengkap,untuk dapat
meningkatkan penerimaan retribusi .

3) Pasal 15‘ tentang pembayaran Retribusi\bg'}atur dengan Peraturan Gubernur,
harus dilunasi sekaligus,Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan dalam
praktek pembayaran retribusi sering dilakukan oleh oknum tertentu
dengan tidak menyerahkan bukti pembayaran kepada masyarakat,apakah
solusi yang dilakukan pemerintah daerah.

Loy o8 O

4. Perlindungan Penyandang Disabilitas.

1) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan terhadap sebanyak 25.008
jiwa penyandang Disabilitas yang menghadapi berbagai masalah )
bagamggkah-langkah Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak

penyandang Disabilitas. 34,

2) Fraksi Partai Demokrat \ATﬂ?';})lg\n penjelasan.dari  hasil survey
Departemen Sosial ternyata 9,32 %  penyandang Disabilitas di
Sumatera Barat yang kas¥a mendapat pelayenan Pemerintah Daerah.

3) Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan tentang jumlah penyandang

Disabilgitas Sumatera Barat terdapat 2 daerah yang jumlah

penyandang relative tinggi yaitu Kota Sawah Lunio dan Kota

Pariamarn bagaimana kordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, AT

dUfml i,
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Sdr.Pimpinan DPRD,Gubernur dan hadirin yang kami muliakan.

Sekarang...... saatnya kita harus mengingat kembali Perjalanan sejarah
sumatera Barat, bahwa setelan tiga decade,i-x:df terjadi tiga kali pula perubzhan
sistim pemerintahan kita di sumatera barat, berawal dari sistim pemerintahan
nagari, terus berubah lagi ke pemerintahan desa, kemudian kembali
kepemerintahan nagari tahun 2002. Setiap kali perubahan-perubahan tentu ada
alasan, diantara alasan yang sangat kuat adalah dalam rangka bagaimana kita tetap
berkomitmen memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat sumatera barat.
Terlepas dari alasan-alasan apapun, kami yakin kita semua telah bertekat sumatera
barat tetan akan menjadi kebanggaan sampai kapan pun dalam ingatan semua
elemen masyarakat minang kabau di seantaro nusantara ini, untuk itu pada
kesempatan ini, kami mengajak kita semua,, mari kita bersungguh-sungguh
memamfaatkan kesempatan perubalian perda tentang pemerintahan nagari ini
dengan secermat mu.ggkir}/‘yangan kita lupakan amanah pendahulu kita tentang

komitmen “ tagak di nagari ka mamaga nagari “, ka manjapuik nan tingga, ka

manyalami yang mungkin tabanam dalam entah kemana,, ini adalah kesempatan

berharga................

. o or b n*
Mari kembali kita merenung..... dua kali negeri ini di goyans-elek gempa

berkekuatan besar, nyaris negeri ini luluh lantak, gedung-gedung kita hancur, ada
nyawa anak npgeri tak tertolong, ratapan terdengar di bahagian-bahagian ranah
minang tercinta,, betapa gedung-gedung pemerintah kebanggan kita terlihat
menakutkan. ... tentu hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi, untuk itu,,, ini adalah
kesempatan emas bagi kita... bagaimana kita bisa mempertegas regulasi dalam hal
pengawasan jasa konstruksi yang insyaallah akan kita lahirkan dalam bentuk

perubahan perda jasa konstruksi tahun ini.
Hadirin yang kami hormati

Setelah mendergar, membaca dan memperhatikan Penyampaian 4 ( empat )
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Sdr. Gubernur tanggal
Il Februari 2015, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan beberapa pendapat,
saran dan pertanyaan minta penjelasan Pemerintah Daerah untuk menjadi bahan

pertimbangan bagi kita semua dalam membahas 4 (cmpat) Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Sidanpesideng—Keomisikomisiyans-akan
r—berikut Q‘!’llu/}d va ~ dﬂﬂdar) Je¢ Zﬂ’UM Vlgh
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Demikianlah beberapa saran dan pendapat serta pertanyaan dari Fraksi

Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi perhatian

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditungQU pernjetasammya—sebagai
bakarbag: anpeata DPRD-Provinsi Sumatera-Beratyang  aken-membatiasdatam
sidang-sidang komisi-komivi—dan_gabungan Komigi a mserddwas untuk
kesempurnaan perda ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
BILLAHI TAUFIK WALHIDAYAH, WASSALAMMUALAIKUM.WR.WB.

Padang 13 Februari 2015.
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,
Sekretaris,
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PANDANGAN UMUM

#wll  FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
>SAN  RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TA ARAHAT NASIOMAL TENTANG
1. RANPERDA TENTANG NAGARI
2. RANPERDA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
3. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
4. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG

DISABILITAS
DISAMPAIRAN OLEH - VMU, Ay mm AL
PADA HARITGL : Jum'ad / 13 Frbruari 2015

>
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Assalamualaikum Wr. Wb

» Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat

» Yth. Saudara Wakil Gubernur Provir;si Sumatera Barat

» Yth, Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat

> Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat

» Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Para

v

Asisten, Kepala Dinas, Badan, kantor, Biro di Lingkungan
Pemerintah Daerah Sumatera Barat,

» Ytk. Saudara 'Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan, Pimpinan BUMN dan Pimpinan BUMD Sumatera
Barat, dan Wartawan Media Cetak Dun Elektronik beserta hadirin

yang berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum I'raksi ini marilah kita Panjatkan Puji

Dan Syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Limpahan Rahmat,
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Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam
Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat .

Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad SAW yang telah memberikan arah dan tuntunannya kepada
umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al
Qur'an dan Sunnah Nya.

Selanjutnya izinkan kami Fraks:i PAN di awal masa persidangan
pertama tahun 2015, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang
yvang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan
Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi

Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang :

1. RANPERDA TENTANG NAGARI

2. RANPERDA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

3. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

4. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG
DISABILITAS

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang
kami Muliakan.

Dalam Lkesempatan ini izinkanlah kami Fraksi Partai Amanat
Nasional {FPAN) untuk menyampaikan beberapa pandangan, saran dan

pertanyaan dalam Pandangan Umum Fraksi PAN sebagai berikut :

I. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG NAGARI

Dalam Néskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumateia Barat Tentang Nagari, disebutkan bahwa dahulu kala Nagari
merupakan sebuah Republik Kecil yang kewenangannya mencakup fungsi
kekuasaan negara yaitu kewenangann pemerintahan; kewenangan
peradilan; kewenangan peraturan dalam persekutuan; dan kewenangan
atas hak persekutuan tanah.

Kewenangan yang dimiliki nagari pada masa itu selain fungsi
eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta penguasaan atas tanah, juga dalam

bidang kesejahteraan dalam arti pemenuhan kebutuhan rakyat. Nagari
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juga memiliki kewenangan dalam bidang keuangan atau harta kekayaan
nagarl.

Pada masa kemerdekaan dengan adanya Maklumat Residen No. 20-
21 tahun 1946 tanggal 21 Mei 1946, nagari ditempatkan sebagal unit
pemerintahan modern dengan struktur kelembagaannya sebagaimana
sebuah daerah, sehingga terdapatlah Wali Nagari, dan Dewan Perwakilan
Nagari. -

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang No. 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan
Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah terjadi
penguatan terhadap desa adat yang di Sumbar dikenal dengan Nagari.
Selanjutnya Undang-undang Neanor : 6 tahun 2014 tentang Desa, ingin
mengembalikan hak asal usu'l yang melekat pada desa adat untuk
mengurus kehidupan masyarakat hukum adat dan pengurusan: wilayah
masyarakat hukum adat { hak ulayat).

Seperti diketahui Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah
tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih pemimpinnya.
Pemimpinnya disebut Wali Nagari.

Mengapa perlu dibuat Rancangan Perda Prov. Sumbar tentang
Nagari? Kita menyadari bahvia penyeienggaraan Pemerintahan Nagari
sejak reformast sampai sekarang di Provinsi Sumbar hanya namanya saja
dalam tanda petik. “Pemerintahan Nagari’. Sedangkan isinya schetulnya
adalah “ desa” . Yang dapat dilihat dari antara lain:

» Belum kelihatan makna dan relevansi otonomi nagari bagi
kehidupan rakyat nagari;

» Kewenangan nagari yang terlalu terfokus pada administrasi
pemerintahan schingga belum menyentuh persoalan adat dan

budaya;
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» Susunan pemerintahan nagari masih  mengacu pada pola
pemerintahan desa;

» Belum jelasnya posist dan peran nagari dalam skema nembangunan
daerah, yang memungkinkan nagari dan masyarakat menjad: subjek
yang mandiri dan kuat;

» Dan lain-lain.

Kami memahami bahwa kajian yang dituangkan dalam naskah
akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumbar tentang Nagari telah
membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan Peraturan Daerah

tentang Nagarl.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta undangan yang
terhormat.

Setelah mempelajari, dan memperhatikan secara keseluruhan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah Prov.Sumatera Barat tenteng
Nagari, maka kami Fraksi PAN sangat mendukuhg' untuk dapat
mewujudkan terbentuknya Peraturan Daerah tentang ngari ini.

Sehingga dapat mengembalikan hak asal usul dan hak tradisional
nagarl dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dan
melindung) dan memberdayakan Nagari agar menjadi kuat, maju, mandiri |
dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam
melaksanakan pemerintahan glan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur dan sejahtera,.

Namun demikian, kami Fraksi PAN perlu memberi saran dan
pertanyaan sebagai berikut :

1) Dengan berlakunya Perda Tentang nagari ini nantinya, apakah

pemerintah daerah sudah mempelajari dampak keuangan daerah
terhadap lahirnya Peraturan daerah tentang pemerintahan Nagar

inl dan sampal berapa lama Pemerintah Propinsi atau
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Kabupaten/Kota memberikan bantuan  keuangan  kepada
Pemerintah Nagari, Mohon Penjelasan saudara gubernur!

2) Kami Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Pemerintah
daerah terhadap akan lahirnya Perda tentang Pemerintahan
Nagari ini, namun demikian apakah pemecrintah daerah dalam
menyusun Ranperda ini telah mengakomodir seluruh aspirasi
yang berkembang pada tiap-tiap nagari, dimana seluruh nagarn
yang ada di Sumatera Barat berbeda-beda masyarakat adatnya.

3) Sebelum Ranperda ini menjadi Perda, apakah Pemerintah Daerah
telah melakukan pendataan kepada scluruh nagari yang ada, dan
apakah seluruh nagari sudah memiliki tapal batas yang jelas
terhadap nagari yang lainnya, supaya tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan kemudian hari.

4) Terhadap kewenangan nagari, kami Fraksi PAN mempertanyakan
sampai dimana kewenangan Pemerintah Nagari diberikan oleh
pemerintah  daerah terhadap nagari yang dikelolanya.
Persoalannya nagari tersebut terdiri dari banyak unsur dan
lapisan masyarakat di dalam satu nagari tersebut, mohon kirnya
dapat dijelaskan lebih lanjut.

5) Kami Fraksi PAN juga mempertanyakan sampai dimana

Pemerintah Nagari mempertanggung jawabkan aset-aset nagari yang

di kelola pada tiap-tiap nagari sesuali dengan yang diatur oleh

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang desa.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN
JASA KONSTRUKSI '

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanuan pekerjaan konstruksi dan

layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sedangkan

e konstruksi adalah. suatu rangkaian kegiatan berupa pengkajian,
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perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan,
pengubahan/penambahan, pembongkaran dan atau pembuatan kembali
bangunan.

Di samping itu kata konstruksi secara umum dapat pula dipahami
sebagai segala bentuk pembangunan infrasatruktur seperti jalan, jembatan,
bendung dan bendungan, jaringan irigasi, bangunan gedung, pelabuhan
dan lain-lain. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Sejak ditetapkannya Undang-undang No. 18/1999 tentang dJasa
Konstruksi beserta semua perangkat hukum dan aturan turunannya,
partisipasi dan peran masyarakat hukum dan aturan turunannya,
partisipasi dan peran masyarakat jasa konstruksi meningkat dan
bertumbuh dengan pesat. Indikatornya yang dapat dihihat yaitu dari
kuantitas asosiasi-asosiasi perusahaaun dan profesi dalam scktor jasa
konstruksi di bawah naungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK).

D1 dalam undang-undang Jasa Konstruksi diatur antara lain tentang
usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan,
penyelesalan sengketa, sangsi dan sebagainya. Seperti diketahui spirit dari
Undang-undang No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi adalah untuk
memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk
mewujudlkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan
hasil pckerjaan konstruksi yang berkualitas, dimana asosiasi merupakan
instrumen utama dan ujung tombak dalam pembinaan dan peningkatan
profesionalisme penyedia jasa konstruksi.

Namun dalam perjalanannya, teridentifikasi bahwa secara umum
asosiasi-asosiasi jasa konstruksi mengalami masalah antara lain masalah
finansial, dan masalah menejerial, Setelah mempelajari, dan

memperhatikan secara keseluruhan baik naskah akademiknya, maupun
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Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumatera Barat tentang Pembinaan
Jasa Konstruksi, maka kami Fraksi PAN dapat menerima dan
mendukungnya.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur Jasa
Konstrukst mampu memberikan keadilan bagi pihak-pthak yang
berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum.
Namun demikian, sebagai masukan untuk penyempurnaan Rancangan
Perda tentang Pembinaan Jasa Konstruksi ini kami memberikan masukan
dan saran-saran sebagai berikut: '

1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
hendaknya dapat dijadikar. acuan pula dalam penyusunan
Ranperda Pembinaan Jasa Konstruksi ini.

2) Karena Sumatera Barat merupakan kawasan rawan bencana yang
relatif tinggi, seperti bahaya gempa bumi, bahaya tsunami, bahaya
banjir, longsor dan sebagainya maka pekerjaan jasa konstruksi
yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi harus sudah

memperhitungkan faktor resiko dari ancaman bencana.

Setelah membaca rancangan peraturan dacrah tentang Pembinaan
Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor @ 30 tahun
2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi , kami Fraksi
PAN memberikan saran dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan perkembangan zaman khususnya di Sumatera Barat
sesual dengan daerahny:ei yang rawan terhadap bencana gempa dan
seiring dengan itu telah banyak bermunculan usaha jasa konstruksi
vang banyak diminanti oleh masyarakat. Apakah Pemerintah
Daerah telah mendata dan melakukan penataan serta pembinaan
terhadap usaha jasa konstruksi yang bermunculan pada akhir-akhir
1n1.

2. Usaha jasa konstruksi yang banyak bermunculan di Sumatera B:rat

saat 1ni, apakah sudah memiliki badan usaha dan sertifikat usaha
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yang jelas sebagai bukti pengakuan dan penctapan klasifikasi atas
kompetensi dan kemampuan dibidang usaha jasa konstruksi.

3. Kami Fraksi PAN sangat mendorong adanya Peraturan daerah
tentang pembinaan jasa konstruksi di Sumatra Barat, apakah
masyarakat jasa konstruksi di Sumatera Barat sudah memiliki
akreditasi terhadap usaha dan lembaga yang ditampilkan, mana
yang sudah terakreditasi dan mana yang belum.

4, Pembinaan seperti apa yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat jasa kontruksi selain pengaturan pemberdayaan
dan pengawasan dan bagaimana teknis penyelenggaraannya.

5. Setelah peraturan daerah ini ditetapkan nantinya, Saudara
Gubernur kiranya dapat menerbitkan Peraturan Gubnernur
terhadap teknis penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan

" sampal dimana kewenangan pemerintah daerah.

Saudara Gubernur, Pinﬁpinah dan Anggota Dewan serta undangan yang
terhormat. : : ‘

III. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI

JASA USAHA

Perlu disebutkan bahwa yang disebut Retribusi, adalah pungutan
sebagal pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan. Sedangkan pemungutan adalah suatu rangkaian
kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan
besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penapihan retribusi
kepada wajib Retribusirserta pengawasan penyetorannya.

Retrubusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang mecliputi
pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan secara optimal dan atau
pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pithak swasta.
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Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi
Jasa Usaha adalah:

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

2} Retribusi Pasar Grosirdan Jasa Pertokoan

3) Retribusi tempat pelelangan

4) Retribusi terminal

5) Retribusi tempat khusus parkir

6) Retribusi penginapan/pesanggrahan/villa

7) Retribusi rumah potong hewan

8) Retribusi pelayanan pelabuhan

9) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga

10) Retribusi penyeberangan di air

11) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Berkaitan dengan retribusi daerah, telah ditetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Sumbar No.2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
yang mengatur tiga jenis retribusi yaitu:

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

2) Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa

3) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Seperti diketahui di Payakumbuh telah dibangun Rumah Potong
Hewan modern dan canggih yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat. Untuk pelayanannya periu dipungut retribusi. Di samping
1tu perlu pula dipungut refribusi tempat rekreasi Museum Adityawarman.

Berkaitan dengan kedua hal tersebut di atas dan dengan adsnya
perubahan tarif retribusi, adanya penambahan beberapa objek retribusi
dan penyempurnaan/penataaan kembali system dan prosedur pemungutan
dan sistem pemungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah yang

berasal dari hasil penjualan ternak, maka Peraturan Daerah Prov. Sumbar
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No. 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu diganti dengan
berbagai pertimbangan.

Berdasarkan hal-hal seperti disebut di atas, Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat mengajukan Rarncangan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Jasa Usaha. Karena Ranperda Retribusi Jasa Usaha tersebut
berkaitan dengan berbagai kegiatan yang mengatur berbagai jenis
retribusi maka sudah selayaknyalah dijadikan Peraturan Daerah. Fraksi
Partai Amanat Nasional dapat menerima dan menyefujui Ranperda ini
untuk dibahas lebih lanjut.

Dengan diterbitkannya Peraturan Dacrah ini nantinya Fraksi PAN
mengharapkan dapat menambah penerimaan kcuangan dacrah melalul
Retribusi Jasa Usaha dan tidak ada lagi pungutan “ liar” yang masuk
kantong pemungut. Penegakkan hukum atas penyimpangan baik terhadap
wajib retribusi maupun terhadap pemungut “nakal” harus benar-benar
dyalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Kami Fraksi PAN sangat mendukung adanya perubahan terhadap
Peraturan Daerah Nomor: 2 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dengan terbitnya Undang-undang Nomor @ 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadt dasar perubahan Perda
tersebut, maka Fraksi PAN perlu memberikan saran dan masukan kepada
Pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Fraksi PAN sangat mendorong Pemerintah Daerah melakukan
peningkatan terhadap Retribusi Daerah guna menambah FAD
Sumatera Barat. Yang perlu kami tegaskan disini, apakah
Pemerintah Daerah sudah mendata jenis objek usaha yang akan
pungut retribusinya dan berapa banyak badan usaha sebagai
ohjek pungut.

2. Retribusi daerah sangat berguna sekali -bagi daerah, apakah
pemerintah daerah suidah memerikan perizinan kepada seluruh
objek jasa usaha yang akan dijadikan objek pungutan retribusi

daerah dan berapa jumlah jenis jasa usaha di Sumatra Barat

10
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yang wajib dikenakan retribusi, sehingga kita dapat mengukur
berapa banyak tambahan PAD yang direncanakan.

3. Untuk menetapkan suatu tarif retribusi, kami Fraksi PAN minta
penjelasan lebih lanjut kepada pemerintah daerah, alat ukur apa
yang dipakai untuk menetapkan suatu tarif retibusi yang
dikerakan kepada jaéa usaha, dan bagaimana teknisnya

4. Untuk teknis pelaksanaan retibusi kekayaan daerah diperlulkan
peraturan gubernur tentang tata cara dan jenis serta jangka

waktu yang jelas terhadap objek yang dikenakan retibusi.

IV. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYANDANG

DISABILITAS

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata “cacat” diartikan
sebagal kekurangan yang menyehabkan mutunya kurang baik atau kurang
sempurna; bisa terdapat pada badan, batin/akhlak. Selanjutnya
didefinisikan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang memilik
keterbatasan fisik, mental serta intclektual, atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk
berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. .

Dalam Naskah Akademik Perlindungan Penyandang Disabilitas
disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas scbapai warga negara yang
mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam
berinteraks: di  lingkungan sosialnya, berhadapan dengan berbagai
hambatan yang dapat menghalangi partisipasi mercka secara penuh dan
efektif di tengah masyarakat. Undang undang Rl No. 4 Tahun 1997 telah
mendefinisikan tentang penyandang cacat. Yakni setiap orang yang
mempunyal kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu

secara selayaknya.
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Penyandang cacat dapat sebagai penyandang cacat fisik, penyandang
cacat mental dan penyandang cacat [isik dan mental. Sccara normatif,
penyandang cacat di negeri kita mempunyai kedudukan, hak, kewajiban
dan peran yang sama dengan warga negara lainnya yang bukan
penyandang cacat. Selanjutnya, kita menyadari bahwa penyandang
disabilitas di Sumbar cukup banyak, baik penyandang disabilitas berat
maupun sedang dan ringan. Sebagian mereka yang dewasa tidak
mempunyaj keterampilan dan tidak mempunyai pekerjaan layak. sehingga
mereka tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dan bahkan harus bergantung pada orang lain.
Namun penyelenggaraan perlindungan terhadap mereka sebagal warga
negara, terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka, belum dapat
dilaksanakan secara optimal.

Dan scbagian lainnya penyandang disabilitas mengalami hambatan,
perlakuan tidak adil, stigma negatif dan sulit mengakses pendidikan yang
memadal dan sebagainya. Peraturan Daerah tentang Perlindungan
Penyandang Disabilitas bertujuan untuk: melindungi, memenuhi hak asasi
manusia dan kebebasan dasar secara penuh dan setara bagi penyandang
disabilitas; mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat
disabilitas; dan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung
jawab pemerintah daerah serta peran dunia usaha dan masyarakat dalam
perlindungan penyandang disabilitas.

Selanjutnya, kami Fraksi PAN mengajak kita semuanya masyarakat
dapat berperan serta agar Penyandang Disabilitas yang dijumpai dijalan-
jalan, dan di tempat-tempat umum mencari nafkah penyambung hidupnya
dapat disantuni dan diperhatikan.

Sesuai dengan yang diamanahkan Undang-undang Nomor @ 39 tahun
1999 tentang Hak azazi manusia , yang menyatakan bahwa sctiap orang
vang termasuk kelompok yang rentan herhak memperoleh perlakuan dan

perlindungan lebih, berkenaan dengan kekhususannya.
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Untuk memahami lebih lanjut kami Fraksi PAN merasa perlu memberikan

pertanyaan dan saran terhadap Ranperda ini sebagai berikut :

1.

. . . Apre s s .
Kami Fraksi PAN memberikan aspestasi kepada Pemerintah Daerah

dengan adanya wusulan Ranperda Perlindungan Penyandang
Disabilitas.

Selanjutnya kami ingin menanyakan apakah sudah dilakukan
inventarisast kepada kelompok atau perorangan Penyandang
Disabilitas yang perlu mendapat perlakuaan dan perlindungan untuk
mempecroleh kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan,
UUntuk mendukung tujuan dari Ranperda tentang Perlindungan
Penvandang Disabilitas ini, apakah pemerintah daerah sudah
menyiapkan sarana -dan prasarana yang akan diberikan kepada
penyandang disabilitas.

Sampal dimana tanggung jawab Pemerintah Daerah tcrhadap
perlindungan Penyandang Disabilitas dan bagaimana anggaran
pendukungnya, serta bagaimana pula peran serta kab 1paten/kota.
Untuk menyikapi hak dan kewajiban penyandang disabilitas, apakah
Pemerintah Daerah sudah mengkoordinasikan kepada
kabupaten/kota atau'pihak tain/ kelompok (badan usaha) untuk

melakukan penyelenggaraan perlindungan disabilitas.

13
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Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang
berbahagia.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini
disampaikan dan mohon Saudara Gubernur dapat kiranya memberikan

jawaban atas pertanyaan yang kami ajukan di atas.
Jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf,

wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum Wr,Wh

Fraksi Partai Amanat Nasijonal
DPRD Provinsi Sumatera Barat,

Loy T s
P SO

ekrotaris

Ketu

- 1 o i

N / -
Prof. Drs. Ern¥an Mawardi, DipL AS.~ - /,_7 H.Muzli M,Nur,S.Pd
L \_____-
/
| A |

Drs. H. GUSPARDI GAUSMBAM.Si  : PENASEHAT FRAKSI
H.DARMON,S Ag. MM © WK.KETUA FRAKSI
AHMAD RIUS,SH ' BENDAHARA FRAKSI
H.INDRA Dt.RAJO LELO,SH.MM © ANGGOTA FRAKSI
H.BUKHARI Dt.TUO,S5E : ANGGOTA FRAKSI]

Drs. ISWAINNDI LATIEF, MM : ANGGOTA FRAKSI
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[SumAiinh Ga] FRAKS! PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

(FRAKS! PKS)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

-

G

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROPINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

Ranperda Tentang Nagari
Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha

A.
B.
C.

D. Ranperda Tentang Pen‘_yandang Disabilitas
Bismillahirrahrmanirrahim.

Assalamy alaifeum Warabmatullaht Wabarakatub..

Ranperda Tentang Jasa Konstruksi

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota- Forum komunikasi pimpinan daerah Serta
Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat

Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas, Badan,
Kantor,Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas, Partai Politik,

LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

J1. Khatib Sulaiman No. 87 Padang Telp. (0751) 57591 - 57592 - 57593
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Segala puji bagi Allah Azga wa Jalla, yang telah melimpahkan rahmat dan
nikmat kepada kita sekalian, Shalawat serta salam semoga senantasa tercurah
kepada wswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, bescrta keluarga dan para

sahabat yang seta mengikuti sunnahnya, Amzn..

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan
sidang vang telah membed kesempatan kepada kami atas nama Frakss PKS

[DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampatkan Pemandangan Umum terkait :

A. Ranperda Tentang Nagari
B. Ranperda Tentang Retribusi Jasa Usaha
C. Ranperda Tentang Jasa Konstruksi

D. Ranperda Tentang Penyandang Disabilitas

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang saya

hormati

Setelah mencermati Ke-4 Ranperda ini, Frakst PKS  memberikan
peberapa catatan penting dan surategis untuk sama — sama kita cermari untuk
idta jadikan masukan dan undak lanjut demi kemajuan pembangunan pada
periode berkutnya. Catatan strategis dan penting yang Fraksi PKS maksud
sebagaimana disampaikan melalui pemandangan umum ini, adalah sebagal

berikut:
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A. RANPERDA TENTANG NAGARI

Hari ini kita membahas Ranperda Nagar, tentu saja dengan
semangat dan filosofi ABS-ABIK (Adat basandi Syara’ Syara’ basandi
Kitabullah), Syara’ manmgato Adat mamakai, Namun dalam aplikasinya
lata dihadapkan pada kondisi global yang tidak mudah untuk kita lalui,
Hari-hari  di Bulan Februari ini saja kita di hadapkan pada suatu budaya
vang telah menjadi kebiasaan anak-anak di generast muda yaitu budaya
Valentine day, kita mengajak masyarakat Sumatera Barat, Lembaga
pemerintah, tokoh masyarakat, untuk udak membiarkan bedangsungnya
perayaan Valentine day tersebut, karena hal itu bukanlah ajaran agama
manapun yang dilindungi oleh undang-undang Negara kita.

Berkaitan dengan ranperda Nagari ini, ada beberapa hal yang petiu

kami tanyakan yaitu :

. Didalam ranperda yang diajukan dapak kami baca, bahwa kerapatan
adat Nagar (ICAN) di masukkan schagat bagian dart pemerintihan
Nagari dan Badan Musyawarah nagari yang selama ini sudah ada
belum jelas kedudukannya, kami mohon penjelasan apakah bamus

Nagari di hilangkan ? dan bagaimana pula peran KAN ke denannya?

b2

Dalam ranperda ini belum terjawab tentang pemerintahan rereridah
daerah-daerah kab./kota yang selama ini tidak atau belum bernagari,
yang mana masih menggunakan Desa, seperti, Kota Padaman, Kab.
Mentawal, Kota Sawahlunto, mohon penjelasan bagaimana aturan

daerah-daerah tersebut?



-

3. Saat ini ada beberapa aspirasi dari masyarakat untuk melakukan
pemekaran Nagari, Di dalam ranperda ini belum tergambar apakah
Nagari dapat dimekarkan atau udak? Mohon penjelasan bagaimana

kajian akademiknya?

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin vang saya

hormati
B. RANPERDA TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Rencana Peraturan Daerah (ranperda) Provinsi Sumatera Barat
tentang retribusi Jasa Usaha, sebagal penggand dari peraruran daerah No 2
Tahun 2011 1ni kita perlu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah

Provinsi Sumatera Barat, dengan alasan:

Dengan adanya Ranperda Retribusi ini bisa dimasukkan 2 retribusi lagi yang

sebelumnya hanya 3 Retribusi yairu :

1). Retribusi Pemakaian kekayaan daerah

2). Reuribusi tempat penginapan/Villa

3). Rewbusi penjualan produlksi asli daerah
Tambahannya 2 retribusi yang dimaksud adalah:
). Rerribust tempat rekriasi

2). Retribusi rumah potong hewan

Maka dengan terbitnya perda ini nanuknya kita mengharapkan sekurangnya

ada 3 hal yang sangat penung terjadi:
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I. Dapat meningkatkan pelayanan dan jasa yang dibutubkan oleh

masyarakat pengguna

_[_)

Meningkatkan pendapatan asli daerah

Terkelolanya asset-aset daerah dan termanfaatkan dengan baik serta

2

berdaya guna

Terkait dengan ini kami dari F-PKS ingin memberikan beberapa  pertanyaan

dan saran:

1.

Terkesan saat ini bahwa | tarif Retribusi kita secara umum mastih rendah,
contoh penginapan/villa, gedung pertemuan dan lain-lain, dengan demikian
apakah harga yang telah ditetapkan selama ini sudah masuk hitungan
ekonomisnya, sehingga dia bisa membiayal sendin operasionalnya, dengan
patokkan sebanding dengan harga usaha yang scjenis Ji sclatarnya, sehingga
punya kontribusi PAD yang memadai serta terjangkau olch masyarakat

pengguna.

Berdasatkan informasi dari pembahasan APBD yang dilakukan, bahwa
Retribusi-retribusi secara umum masih sangar rendah dalam menyumbung
pendapatan daerah, kalau penomena seperti ini tecrus berjalan, maka bisa
dipastikan bahwa sebagian dari tujuan perda ini nantknya tdak berpungsi
dengan baik, maka kita minta penjelasan  selama  ini  bagaimana

pengurusan/Pengawasan dan pertanggungjawabannya?

Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Hadirin Yang

Saya Hormati
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C. RANPERDA TENTANG JASA KONSTRUKSI

Fraksi PKS sepakat bahwa penyelenggaraan dan pembinaan  jasa
konstruks: di sumbar harus diupayakan dengan langkah tepat, terstrukrur serta
dapat dinkur sehingga seuap saat dapat dimonitor dan di evaluasi untuk
kepentingan perbaikan berkelanjutan, Untuk itu pembahasan perda ranperda

pembinaan jasa konstruksi.

Frakst PGS sepakat bahwa penyelenggaraan  dan pembinaan  jasa
konstrukst di sumbar harus divpayakan dengan langkah repat, terserukue serta
dapat divkur sehingga setap saat dapat dimorutor dan di evaluasi untuk
kepenungan perbaikan berkelanjutan. Untuk 1tu pembahasan perda pembinaan
jasa konstruksi ini adalah sangat pentng dan tepat dalam rangka kepentingan

pembangunan di sumatera harat.

Berkaitan dengan usulan ranperda ini ada beberapa hal yang perlu kami

tanyakan.

1. Bagaimarakah perkembangan jasa konstruksi di sumatera

barat.

2. Bagaimana peran pemerintah daerah selama ini dalam

pembinaan jasa konstruks! di sumatera barat

3. Sejauh mana ketelibatan perusahaan lokal sumatera barat
dalam pengerjaan proyek sedang dan besar , dan apa
kendala yang dihadapi dulam bersaing denpan perusahaan

luar Sumatera Barac.
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4. Salah satu tujuan perda i adalah mengatur agar seuap
pembangunan objck konstruksi akan aman, sehat, nyaman,
mudah dt jangkau serta adanya  kescimbangan  dan
keserasian dengan lingkungan, untuk ity kami mohon
penjelasan apa baromcter atau ukuran yang digunakan
untuk mencapal tujuan tersebut. Pembinaan jasa konstruksi
ini adalah sangat penting dan tepat dalam  rangka

kepentingan permabangunan di sumatera barat.

D. RANPERDA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Ditinjau  dan  ketersediaan Regulasi dan peraturan Perundangan
berkenaan Perlindungan terhadap penyandang disabilitas di Negara kita sudah
sangat memadat. Hal int diperkuatdengan telah dilakukannya penandatanganan
Convennon On theRights of Persons Wits disabilives (I<onvensi mengenai

hak-hak Penyandang disabilitas).

Flal in1 baru upaya pemerintah dalam tararan normal, aruran yang secara
reknis perlu aturan yang lebth detwl apar perlindungan penyandang disabilitas

dapart dilaksanakan.

F-PKS  mengharapkan dengan  pembahasan  Ranperda  tentang
Petlindungan Penyandang Disabilitas ini nantknya segala bentuk keudak adilan,
maupun diskriminasi yang terjadi selama ini termasuk hak aksesibitas terhadap

para penyandang disabilitas dapat teratasi.
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Terkait Ranperda ini ada beberapa hal yang menurut kami perlu

penjelasan lebig lanjut diantaranya :

Masalah disabilitas merupakan hal yang selama ini terabaikan, maka dari itu
FPKS menyambut baik rancangan perda int sebgai bentuk tuntutan
undang-undang, hak asasi dunia, bahkan perintah agama yang mulia.
Berkenaan dengan it sejauhmana kestapan  pemprov terhadap
konsckwensi jika disyahkanya ranperda ini, mengingat pemernntih daerah
dan juga lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, keschatan,
sosial, olah raga, seni budaya, penenggulangan bencana mesti memberikan
perhatian terhadap penyandang disabilitas. Mohon penjelasan.,

Selama 1nt bagaimana perhauan/pelayanan dan pembenan akses terhadap
penyadang disabilitas di sumbar, di sektor apa saja yang telah dilakukan,
mohon penjelasan.

Sejauhmna efektifitas ranperda ini nantinya, mengingat banyak persoalan
dan sektor menjadi kewenangan kota dan kabupaten.

Berdasaarkan undang-undang no 4 tahun 1997 pasal 14 bahwa untuk
sektor ketenaga kerjaan harus memenuhi 1% kuota. Bagaimana kondisi
Sumbar hari ini apakah selama ini sudah mengarah kepada undang-undang
tersebut.

Ruang lingkup pengaturan perlindungan disabilitas yg disebutka oleh
gubernur dalam nota pengantar pada 11 Februari 2015 sebanyak 7 bidang
rasanva masth harus ditambah, yaitu di scktor transportasi, mengingar di
sekror int sering terjadi deskriminasi kepada penyandang disabilitas, mohon

penjclasan,
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Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang

sava hormati
Demikianlah beberapa hal vang dapat kami tanggapt dan cmpat
Ranperda int Besar harapan kamu kiranya penjelasan dan Saudara Gubernur
nantinva dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan

batk dan sukses, sesuai harapan serta mencapat sasaran,

Billahisabilillhaq, Wassalamualaikum Wr. Wb,

Padang, 13 Februari 2015
| 22 Rabiul Akbir 1436 H

H.Sultani, SPt, MSi  H.Nlochklasin,S.Si

Ketua Sekretaris
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Pemandangan Umum
[rakst PPP DPRD Provins: Suniatera Bavat
Terhadap 4 (empat) Ranperda lentang

NAGARI

JASA KONSTRUIKST
RETRIBUSTJASA USANA
PENYANDANG DISABHLITAS

S R S

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD
Provinst Sumatera Baral,
Tum’at, 23 RAKhir 1436 11713 FPebruart 2005 M

LT AR T sl -
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Gubernur Sumatera Barat

Yih.Sdr.

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumaltera
Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Kelua
Pengadilan Tinggt Agama Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan Partai Politik dan Ormas di Sumatera Barat

Sdr. Ketua BPK RI Perwalkilan Sumatcra Barat

‘Sdr, Nk Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandar yang hadir pada

kesempatan e



Sdr. Sekretaris Daerah, Stal Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan,
Kantor, Biro, Lembaga Provinsi Sumatera Barat, Wartawan dan
[Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita bersyukur kehadivat Allab SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya kepada ldta untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ing,
dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-frakst Perhadap
Ranperda tersebut diatas.

Shatawal dan salam semoga scnanhasa diberikan kepada Mab
Mulmmmad SAW, Kepada keluarga, shohabat serta umatnya yang seti
mengikuti sunnahnya samapi akhir zaman.

Sclanjutnva  kami mengucapkan  terimakasth kepada pimpinan
sidang  vang telah  memberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan
Pemandangan Umum IFrakst Terhadap 4 (empal) Ranperda Provins
Sumatera Baral tentang @ (1), Nagari (2). Jasa Konstrulksi (3). Retribusi

Jasa Usaha {4). Penvandang Disabilifas.

Sdr. Gubernur, Puimpinan dan Hadirin Yang kami Hermati,

Setelah  menyimak mempelajari, membahas Nota Pengantar
disampaikan oleh saudara Gubernur tanggal 11 Februart 2015, 4 (empat)
Ranperda Provinst Sumatera Barat tentang (1), Nagari (2). Jasa

Konstruksi (3). Retribusi Jasa Usaha (4). Penyandang Disabilitas.



aalliac s o T T T TR T YRS B 1 <3 e g

i s e |

Dengan ini perkenankan kami menyampaikan randgangan umum
terhadap ke 4 (empat) Ranperda Provinsi Sumalera Baral tersebut sebagal
berikut

I. Ranperda Tentang Nagari

Traksi Partal Persatuan Pembangunan setelah melakukan membahas
seeara—mendalam dan meninjau  darl segala aspek kemasyarakatan,
pembangunan dan pemerintalian, maka kami menilai bahwa pengajuan
Ranperda mi pada saat yang tepat. Bila kita melihat kepada peraturan
perundang-undangan yang pernah berlaku seperti UU No. § tahun 1979
tentang  iresa, pada wakto e telah terjadi penyeragaman  sistem
pemerintahian desa yang terjadi adalah kesatuan admimstrasi yang sempit
dan :\CIHI‘{IffSli]\’.. [Kemudian ditetapkan pule UU No.o 22 Tahun 1999 tentang

merintahan Dacrah yang kemudian diganti dengan UL Noo 32 Tadun
2004 tentang Pemerintahan Dacrah, Pada saat o terbukalab peluang uintok
mencembangkan desa adal yang di Provinsi Sumatera Barat dikenal
dengan kembali ke Nagan. Pada saal peluang itu ada, disusun pula Perda
baru dengan ditetapkannya Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Pokok-pokol:
Pemerintah Nagari yang kemudian diganti dengan Perda No. 2 ‘Tahun
2007 Kemudian dalam rangka penguatan lembaga Nagari ditetapkan puly
Perda Noo 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembagae Adat dun Pelestarian
Nilai Budaya Mmcmg abau. Kalau kita {ihat pula dari rangkaian tujuan

yang dipaparkan dalam nota penjelasan, cukup memberikan angin scgar
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bagl kita untuk melanjutkan pembinaan pembangunan dan pengembangan

masvarakal nagari sampai ke petosok-peiosok.

Untuk melengkapi pembahasan Ranperda int diatas Fraksi

PPp

minta penjelasan dan menyampaikan pendapal, vsul dan sarun sebagai

berikut

L.

L

Kami mohon penjelasan sclengkapnya, alasan-alasan apa saja
yang digunakan untuk mengganti Peraturan Daerah No. 6 Tahun
2007  pokok-pokok  Pemerintahan  Nagari. Kekurangan-
kekurangan apa yang terdapat pada Perda yang lalu  schingga
perlu mengganti dengan Perda yang baru. Hal ini dimaksudkan
agar hal yang sama tidak terulang kembali pada Perda yang akan
datang.

UU No. 6 tahun 2004 memberi peluang melakukan perubahan

status Kelurahan menjadi Nuagari sebagaimana yang dimaksudkan

pasal 12 ayac 2. Sehubungan dengan itu, jika sclama i
Pemerintahan terbawah di Sumatera Bd:'ai vang terdirt dar
Nagarl,  Desa  dan Kelurahan, apakah “untuk sclanjutnya
Pemerintah terbawah  dijadikan hanva dengan scbhutan Nagari
supne karena daiam pusal 20 dinvatakony Nazarr dibentule i
kabupaten/Kota. Mohon penjetasun tentang hal i selengkapnya.

Scielahy mencermati Rancangan  Perda, masih ada beberapa

halvang belum terakomodir dan perlu dintur antars lain mengenan

!
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Pembentukan, penghapusan, pengeabungan  dan perubahan
status Kelurahan menjadi Nagart sesuar dengan ketentnan pasal 7
aval 4 UL No. 6 Tahun 2004 menyangkul penataan yang meliputs
a. Pembentukan, b. Penghapusan, ¢. Penppabungan, d. Perubahin
Status dan ¢ Penclapan Desa. Untuk ito niohon penjelasan,

4. Selanjutnya dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi
Nagarl, periu  dipertimbangkan  kiranya  Nagarr  sebagal
Pemerintah {erbawah  dijadikan Satuan Kerja Pemcerimtahan
Dacrah (SKPD) sebagaimana vang berlaku pada Kelurahan

selama mi, mohon penjelasan yang seluas-luasnya.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami-Hormati,

2. Ranperda tentang Jasa Konstruksi

Fraks: PPP memandang bahwa tujuan pembentukan Ranperda ini.
Pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran
penyedia serta pengguna jasa konstruksi iterhadap hak dan kewajiban
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi YDisis lain perlunya pemahaman
masyarakat lerhadap peran jasa konstruksi dalam pembangunan daerah.
Dengan adanya Peraturan daerah inl akan dapat dinjudkan tertib usaha,
tertib nenvelenggaraan dan tertib pemaniaatan jasa konstruksi. Iami
sependapatl dengan apa yang telah disampaikan dalam nota penjelasan

Gubernur, namun matert yang diatur dalam Ranperda, namun masib ada
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yang belum (erakomodir didalamnya, yang menurut kami hal yang penting
yang tidak boleh ditinggalkan yaitu manajemen, yang kami maksudkan
adalah manajemen konstruksi yang akan mengatur infrastruk(ur sccara
menveluruh, terpadu, dan terukur,

7 Berbicara masalah manajemen konstrukst, disana akan kita lihat
pada sctiap akan melakukan pembangunan besar sangal  diperlukan
perlindungan terhadap masyarakat dan kegiatannya dengan kata lain kita
harus melekukan perlindungan techadap Tmgkunean vang sehari-hart akan
terhibat - keviatan-kegiatan - masvarakat  vang  berada disekitar - lokasi
pembangunan yang  sedang  dilaksenakan, Menwrut pandangan kami
pengaturan manajemen konstrukst ini perlu diakomodir untak menjamin
tercapainya pelayanan yang prima terhadap kesejahteraan masyarakat
secara menyceiuruh,

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormuati,

Selanjuinya izinkanlah kami menyampaikan Pandangan Umuom
tentang

3. Ranperda tentang Retribusi Jasa Usaha,

Fraksi  PPP mendukung  adanya  Ranperda  ini, karena  pada
hakekatnya Perda yang bersifat komersil seperti ini sangat diperlukan
dalam rangka menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah yang sclamea int belum dapat dimanlaatkan. Pemerintah daerah di

tuntut untuk bekerja keras dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

i



i}

e SR ol

merul pernpagar upaya termasule menumbuhkan kesadaran dan imtegrites
vang tingel dart pemberi jasa dan penerima jasa secara timbal balik,
sehingoa  ketoatan  pengguna  Jasa akan semakm batk  apabila ki
melakukan pemungutan retitbust yang belul-betul transparan, terukur dan
bertanggungjawab,  Hal ini menjadi  harapan  kita  semua  karenu
keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan mempertingg!
harkat dan martabat pemerintahan daerah secara keseluruhan. Berkaitan
dengan Ranperda ini, kami memerlukan penjelasan  dari  Gubernur
mengenal aspek-aspek pelayanan sebagai berikut
I. Pelayanan Jasa Rumah Potong Hewan dan Tempat Rekreasi,
a. Rumah Potong Hewan.
Mohon penjelasan dimana saja lokasi rumah potong hewan
yang akan dikenakan retribusi dan berapa ckor kapasitos
pcmotongan  pada masing-masing - rumah - potong hewan
(crseout.  Selanjuinya bagaimana kiat  darl Kepala Dinas
Peternakan  Provinst  dan Kepala Dinas Peternakan
Kebupaten/Kota untuk  meminimalisic pemotongan hewan
betina yang produktil menurut data sclama ini jumlahnya
sangat besar. Bila tidak ada yang sungguh-sungguh tentu hal
il jadi kontra produktif tf:ﬂ')é\dnp usaha menjadikan Sumatera
Barat scbagal  lumbung  tecrnak  vang  mampu wemenulhi

kebutuhan masyarakat dan ketahanan pangan didacrah .
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b, Tempat Rekreasi,

Agar dijelaslean jumiah dan tempat lokast vekreasi yang
dilakukan pemungutan retribusi oleh Pemermtah Dacrah serta
n berapa jumlah pencrimaannya per tahun selama i,
Disamping tempat rekreasi yang resmi, banvak tempat rekreasi
vang tdalk resmi, yang  scsungguhnya  berada  dibawal
kewenangan pemerintah daerah, dalam hal int kami ingin
mempertanyakan  bagaimana kedudukan  tempal  rekreasi
J.embah Anal yang merupakan cagar alam yang telah disulap
menjadi  tempat rekreasi yang cukup ramai, bagaimana
pengawasan, apa yang telah dilakukan terhadap kegiatan usaha

wempat rekreasi ini.

. Adanya perubahan tarif retribusi.

Kami 1ngin mengetahui berapa jumiah penerimaan retribusi pada
masa lalu dan berapa pula target yang ingin dicapai setelah
pemberlakuan Perda baru ini.

Adanya beberapa objek retribust antara lam tempal Pendidikan
dan Latthan pada Dinas Pelernakan, Pendidikan dan Latihan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan, penyewaan kendaraan derelke dan
alat-alat berat serta pengembangan wimt produkst usaha dacrah.

Datam hal v kamt minta informasi scearas detant Kenampuan

drnos lorkant dalamy clakukon pelatihan sciap thon untuk
8
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memenuhi kekurangan tenaga teknis yang trampil dan profesional
dan berdaya saing tirggi, vang dinantikan oleh masyarakal petani
kite didaerah-dacrah. Disamping ifu, berapa ruangan/aula yang,
dapat kita komersilkan sesuai dengan kebijiakan pemerintah
sckarang  dalam rvangike  penghematan dan peningRatan
Pendapatan Asli Daerah. Dalam hal penyewaan kendiraan derek
dan alat  berat  yang akan  kita kenakon o retribusialas
pemakaiannya, berapa jumlah derck dan alat berat yang kita
miliki dan berapa perkiraan pendapatan retribust dari sektor int,

Dalam Nota Pengantar  disampaikan  bahwa  akan dilakukan
pengembangan  unit produkst  usaha  daerah,  kami mohon
penjelasan unit predukst apa saja vang akan dikembangkan oleh

pemerintah daerah untuk masa yang akan datang,

Sdr. Gubernwr, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Selanjutnya kami akan menyampaikan padangan Umum terhadapa
Ranperda (entang

4. Ranperda tentang Penyandang Disabilitas

Dari lubuk hati yang paling dalam lraksi PPP mengucapkan terima
kasth kepada pemerintah dacrah yang telah menyzm‘i—paikan nota penjelasan
tentang Ranperda . Berdasarkan ketentuan pasal 28 h ayat 2 UUD 1945

bahwa setiap ovang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus
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untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai
persamaan dan keadilan. Begitu pula dalam pasal 5 ayat 3 UU No. 39
Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dinyatakan bahwa seliap orang
termasuk  kelompok vyang rentan berhak memperoleh perlakuan dan
perlindungan  lebih  berkenaan dengan  kekhosusnya. Dalam  rangka
pelaksanaan dan  tindak lanjut dari konvensi hak-hak penyandang
disabilitas dimaksud serta memberikan pertindungan dan pemenuhan hak-
hak penvandang disabilitas di dacraly scsuai dengan surat Menteri Dalam
Negert Noo 401/1971/8] tanggal 24 Mei 2012, Pemcerintah Dacrah perly
moenvusun Peraturan Dacrah tentang perlindungan penvandang disabilitas,

Sehavaimana kita ketahui bahwa tujuan dinjukannya Rancangun
Peraturan Daerch i adalab untuk mclindungi, memenuhi hak asas
manusia dan kebebasan dasar secara penuly don setara bagi penyandang
disabilivas. Seterusnya untuk mewujudkan kemandirion dan kescjehteraan
ponsandany disabilitas dan meningkatkan kenmampuan, kepedulion dan
tngeungjawab pemerintah daerah serta peran dunia usaha dan masyaraka
datam perlimdungan penyandang disabilitas. Bili Kita Lihat ruang lingkuop
pengaturan perlindungare penyandang  disabilitas meliputi pemberian

kesempatan yang  sama  bagi penyandang  disabilitas  dalam  bidang

pendidikan, pekerjaan, keschatan, sosial, olch raga, seni budaya dan

penanggulangan bencana.

[



]
"
FepreT R, s P h .
L ¥ e v ot u U Pt UL PR VA N Mo e 5 S R B . obehngd? et - g -

Penyandang Disabilitas bila dipandang dari sist sosio kultural pada
hakekatnva adalah makhluk sosial yang memiliki potensi sehingga dapal
berpeluang untuk berkontribusi dan berperan secara optimal datam segala

aspek kehidupan, =

Sudah banyak bukt menunjukkan bahwa penyandang disabilitas
juga mampu menjadi pionir penting (erhadap  keberadaban manusia
Seperti Thomas Alfa Edison vang dengan temuannya telah bisa donia ini
terang benderang dengan lampu listrik. Begitu juga I P Roosevell atas
prestasinys vang spektakuler menjadi pemimpin sekutu Barat yang sukses
menakiukkan nazi Jerman dan Jepang meski 1o mengendalikan para
Panglima »iliternya d: medan perang diatas kursi roda akibat lumpuh
yang dialami jauh sebelum menjadi Presiden.

Penvandang Disabiliias di Sumatera Barat cukup besar dan
cenderung meningkat jumlahnya. Jumlah yang besar ini harusnya tidak
dipandang schagal beban, (clapi penyandang Disabilitas tetap merupakan
msan yang memiliki hake dan berpelaang untuk mengekspresikan potens
dirinya bagt peningkatan kualitas hidup dan lingkongannya, realita saat in
penyandang  Disabilitas, Pemcerintah Dacrah cenderung masih belun
memberikan perhatian yang serius terhadap pelayanan perlindungan dan
pemenuhan hak-hak penyandang disabtitlas,

Penyandang  Disabilitas  di Sumatera Daral hingga ki masih

mengalami berbagai bentuk diskrimininasi, sehingea hak-haknya belum

|
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terpenuhi padahal secara hukum  penyandang  disabilitas mempunyai
kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan wirga nepara
lainnya yang bukan penyandang Disabilitas.

Kami mohon penjelasan, berapa jenis disabilitas vang ada i
Sumatera Barat, mohon dijelaskan masing-masing jenis disabilitas tersebul
dan berapa perkiraan  penyediaan  dana yang  diperlukan untuk
IU'l;al(sznnmyﬁ program per tahun datam pelayanan yang prima terhadap
penvandang disabilitas di daerah kita it
Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati,

Demikianlah Pandangan Umun Frakst PPP terhadap 4 {empat)
Ranperda tentang (1). Nagari  (2). Jasa Konstrukst (3). Retribusi Jasa
Usaha (4). Penyandang Disabilitas.

Kami Irakst PPP sctuju pembahasan Ranperda ini dilanjutnya ke
ahap berilmt},f»/lohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan
dalam penyampalan Pandangan Umum ini, terimakasth atas perhatiannya.
Billahir taufik wal hidayoh

D Sy & e mige e Y
LFEL A IEEC A 2y,

adang, 13 Februari 2015
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PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI HANURA DPRD PROV. SUMBAR

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG
1. NAGARI
[I. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
[TI. RETRIBUSI JASA USAHA
IV. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Jum’at, 13 Februari 2015

Dibacakan oleh

Syaiful Ardi, S.50s, M. 1 Tun
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Yang kami hormati

Sdr Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat

Sdr Pimpinan dan semua Angpota DPRD Provins: sumatera Barat
Sdr Forkopimda, Ketua Pengadifon Tinggi dan Pengadilan Tinggl
Agama Provinsi Sumatera Baral.

Scdr, Sekretaris Dacrah dan segenap jajaran Eksclkudt Pemda

Provinst Sumatera Barat

- Rekan-Rekan Wartawan, Undangan dan hadirin yang berbahagia

Dencan segala kerendahan hati marilah kita persembalhkan puji
dan svukur ke hadirat Allah SWT, karena atas ralhimat dan karuniaNva,
hari i kita hadir di gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan
Pandangan Umum Fraksi terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda terhadap
NAGARI
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

RETRIBUSI JASA USAHA
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

.

Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita
Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan petanjulke serta
bimbingan kepada urnatnya dalam menparungi keludupan di dunia dan
menghadapl kehiaupan di alchirat hingga kita menjadi makin tagwae,
Allahumima Salli “Alla Sayyidina Muhammad, Wa "Alla Al Sayviding

Muhammad.



Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan dan Hadirin yang kami

Muliakan
Pada saat berlakunya Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979
tontang Desa terjadi penyeragaman system pemermtahan desa dafam

cesatuan administrasi sentralik, vang menyebabkan desa adat berubah

menjadi desa administrasi.

Peneaturan Nagari dalam peraturan daeraly provise sumaters
barat merupakan acuan bagi pemerintab kab/Kota serta oy vtk

membentuk dan menyelenggarakan system pomerintahan Nayar,

Sumatera Barat merupakan kawasan rewan bencana vang, tinggel
beborapa tahun terakhir sering terjadi bencana yempa besar sepert
sempa bumi tahun 2006,2007 dan gempa besar tahon 2009 dan gempa
vang diikuti aleh tsunami terjadi Jdin Mentawal pada tahun 2000
Lesomuanva telah membawa kerusakan pada infrastruktor dan korban

e vany tdak sedikiat

Berdasarkan kondist tersebut pekerjaan jasa konstruksi vang akan
direncanakan, dilaksanakan dan di awasi harus memperhitungkan
faktor risiko dari ancaman bencana dimaksud, Kearitan lckal dar
masing - masing daerah di Suimatera Baral, perlu dipertimbangkan
dalam sctiap pekerjaan jasa konstrukst dalam mengatisipasi sctiap

ancaman boncana.

Disisi lain, pekerjaan konstruksi masih banyak yang belum
optimal dan sering ditemukan pelaksanaan kontrukst yang tidak tepat
waktu, efesiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya rendah. }Jika

kondisi ini terus berlanjut akan menimbulkan ketidakpercayaan
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masyarakat terhadap pelaksana kontruksi Badan Usaha Jasa Konstruksi

daerah dan nasional.

Retribusi iasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan me‘nganujt prinsin komersial, yang meliputi
pelayanan dengan menggunakan /;moman_faatkan kekayaan daerah
yang belum di manfaatkan secara (éﬁptima] dan/atau pelayanan oleh
Pemerintalh Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh

pihak swasta.

Penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan vang perfu
mendapat perfakuan dan perlindungan antulk memperoleh kesempatan
yang sama dalam menjalankan  kehidupan dalam segala aspek
kehidupan. Penyandang disabilitas adalah sctiap orang, vang memiliki
keterbasan fisilk, mental, intelektual L-%nltm sensorik dalam jangeka waktu
lama vang dalam berintere ksi dengan lingkungan dan masyarakat dapat
memenuhi hambatan yang menyulitkan mereka untok bherpartisipasi

penuh berdasarkan kesamaan hak.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin vang kami Muliakan

Berdasarkan Nota Penjelasan Gubernary dan Naskah Akademis

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Baral Tentany

1. NAGARI

2. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSH

3. RETRIBUSI JASA USAHA

4. PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

kami dari Fraksi Partai Flanura menyampaikan beberapa hal yang kami
anggap penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera

Barat antara lain sebagai beritkut
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Nagari

1.

Fami dari Fraksi Partar FHanura DPRE Prov. Sumbar berharap
Jdongan diajukannya  ranperda tentang nagart ol dapal
mengembalikan  jatt  diri nagari sebagai penyelengeara
pemerintahan terdepan berdasarkan hukum adal, dan paro
pemangku hukum adat pada masing-masing nagart dapal
dipulihkan kedudulannya subagal penyelengpara
pemerintahan  nagari, tidak  sebagar  lembaga  adat yan-g‘,

diasingkan dari urusan pemerintahan,

Pada masa sekarang persoalan/sengketa yang terjadi di nagar
seperti masalah tanah ulayal, sako jo pusako, gala mamak
keum dan sebagainya, penyelesaiannya jarang  sekall
diselesaikan di KAN, tetapi sudah langsung saja ke pengadilan
negeri. Apakah dengan di ajukannya ranperda tentang Nagarl
ini akan dapat mengaktifkan kembali fungsi peradilan yang
ada pada KAN scbagai salah satu wadah dalam penyelesaian

persengketaan tanah ulavat pada nagari?

Apakah ranperda ini nantinya dapal diberlalkukan kepada
sefaruh wilayah di Prov. Sumbar mengingat wilavah proving

sumbar terdirt dari kabupaten dan kota, Mohen Penjefasan?

Apakah kcdobannya Ranperda inr dapat menumbalikarn
kesadaran bagi anak nagart dalam menvelamathan nilai-ntlai
adat istiadat atau kearifan lokal vang pernahy kita nufiki dafam
menyelesaikan apapun bentuk kenflilke vonge ada Jdi tenoah

masyarakat nagari zaman dulu?
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5. Apakah nantinya Ranperda int dapat menghidupkan kembal,

QU St vang, selanma ind

(TS

poran dan fungsi dart [igo fion
telah lama terpinggirkan oleh masyarakat di Sambar: Mohon

Penjelasan?

Il Pembinaan Jasa Konstruksi

I

lasa  konstruksi  berkaitan  erat dengan pembangunan
milrastruktur/banguran. Jasa konstrukst mempunyar peran
vang sangal penting dalam moembanpun dacrah yang sedang,
berkembang terutama Prove Sumbar pasoca gempa 2009 vang,
lalu, wntuk itu kami dart Traksi Parctor Tlanwa sangat
mendukung diajukennva Ranperda tentang Pembinaan Jasa

Konstrulkst i,

Keberadaan jasa konstrukst tumbuh pesat sepoerti jamur hal ini
dapat menimbulkan dampak negatif karena antara para pelaku
jasa konstruksi saling bersaing untuk mendapatkan tender
pembangunan schingga para pelaku jasa konstruksi tersebul
melakukan penekanan biaya agar tender terscbut bisa mercka
menangkan dan akibatnya banyak dari proyek-proyek tersebut
yang pembangunannya asal-asalan dan tidak layak untuk itu
kami dari Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumbar meminta
ada aturan yang tegas untuk menindak para pelaku usaha jasa
kontruksi yang melakukan kegiatan konstruksi yang tidalk
sebagaimana mestinya tersebut.

Apakah nantinya Ranperda FPembinaan Jasa Konstruksi ini
dapat mengatasi  berbagai permasalahan  pada  bidang
konstruksi seperti lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya
akses ke permodalan, serta masih kerap terjodi kegagalan
bangunan, kegagalan <onstruksi, dan mutu Konstruksi yang,

belum sesuai standar? Mohon Penjelasan
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4. Apakah peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam
pembinaan jasa kontruksi dapat difakukan secara bersama-

sama?Mohon penjelasan?

5. Dalam suatu penyelenggaraan usaha jasq konstruksi, terdapal
kernungkinan bahwa masyarakal mengalami kerugian sebagan
akibat dari penyelenggaraan pekerjaan konstrakse tersebut.
Karcna itutah, masyvarakat memitiki hak moengajukan gugelan
perwakilan apakah ade perlindungan hukum bagl Mmasyatrahkal

.

yang melakukan gugatan tersebut? NMohon penjelasan?

6. Apakah  nantinya  dalam pelaksanaan pembinaan Jusa
konstruksi  dapat  meningkatkan  kapasitas pelaku fasa
konstruksi dalam  mengelola suatu provek dengan

benar?Mohon penjelasan?.

Kami juga berharvap dengan diajubannya Nanperde Pembimaa
jasa Konstruksi i, dapat menjadikan penyelengearaars
poekerjaan honstrukst tertib selvingga  menamin kesetaradn
Ledudukan antara penpeana e dan penvediagasa dalany hal

dan kewajiban.

Retribusi Jasa Usaha

Ranperda retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu masukan
vang potensial bagi pendapatan dacrah untule kami dart Traks:
Partai |lanura sangat berharap pengelolaan dan larif  yane
diberlakukan harus jelas dan tidak memberatkan masyarakat
sebagal objek dari retribusi tersebut.

Salah  satu  persoalan cukup penting  dalam - manajemen
pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek pajak dan
retribusi  ini  adalah masalah rendahnya transparansi dan
akuntabilitas. Terkait dengan pengelolaan Retribusi Jasa Usaha ini,
Apa dan Bagaimana langkah-langkah riil pemerintah sehingga
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tidak mentmbulkan penyimpangan atau  kebocoran?. Mohon

penjelasan?

Pada Prinsipnya kami dari Fraksi Partai IFlanura DPRD Prov.
Sumbar mendukung sekali Ranperda tentanyg Retribusi Jasa Usaha
ini namun disamping itu kami juga meminta pada gubernur
dalam  pengelolaannya  dilakukan secara transparan dan
meningkatkan  mutu pelayanan, dengan  menyederhanakan
prosedur pembayaran retribusi tempat pembayaran vang lebih
mudah untuk dicapai,melengkapi prasarana yang cukup baik
dengan berbagai kenvamanan pada lokasi pembayaran retribusi

jasa usaha ini.
Perlindungan Penyandang Disabilitas

fujuan dart Ranperda Perlindungan Penvandang Disabilitas
antara lain melindungi, memenuhi hak  asasi manusia dan
kebebasan dasar secara penuh dan sclara bagi penvandang
disabilitas. Apakah nantinya Ranperda ini dapat nemberikan
jamman atas hak dan kesempatan dafam sevala aspek kehiduparn
dan penghidupan para penvandang  disabilitas?. Mohor,

penjelasan?

Sclama i kita melihat para penvandany, disabilitas banval.
“dimantaatkan” oleh pihak-pihake tertentu denpan menjadikan
mereka sebagai pengemis din dalan-alan, kondisi ini sangat
memiriskan karena  moreka/ paca penvandany disabifita-
dijadikan afat untuk meraup keantungan bapi sebahavian orany
balikan para penyandang disabilitas iy dijadikan scbagai objel
untule memperoleh pendapatan baik bagi Kefuarsanya maapan
sekelompok arang tertentu. Tentu Kita semua tidak menginginkar
nal seperty ing dan kami memimta kepada Pemproy langkah -
lanekalv dan upava apa vane hendak dilakokan untuk merubaly

kondise seperti iniagar para penvandany disabilitas terschbu
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benar-benar dilindungt hak dan lwhidu}mn mercha Nohon

penjelasan?

Y.oSetiap 'pcn’\‘-‘andang disabiiitas diberikan Lesomaan hak dalam

memperoleh  pendidikan. Yang  menjadi pertanyaan kami

hagaimana kesamaan hak penvandang disabiitas dalani hal
mendapatkan pekerjaan? Mengingat beberapa dari penyandany,
disubilitas mempunyai kelebihan yvang tidaic dimidiki oleh arany,
vany normal, apakah ada  perfakuan khusus dalam hal

ini?.Mohon penjelasan?

4. Kesadaran masyarakat umum tentang perlindungan terhadap
para penyandang disabilitas masih tergolong rendah untuic itu
kami minta upaya dan langkah-langkah apa yang dilakukan
pemprov  untuk  meningkatkan  kesadaran = masyarakat

terscbut.Mohon Fenjelasan?.

5. Kami dari Fraksi Partai Tlanura DPRD Prov.Sumbar berharap
nantinya pemprov dapat menyediakan kursus-kursus dan
keterampilan tertentu bagi para penyandang disabilitas yang
pada nantinya keterampilan terscbut dapat dijadikan modal bag!

mereka untuk hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat.

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yang kami Muliakan

Demikianlah Pemandangan Umum lentang 4 {empal) Ranperda
int - kami o sampaikan  dengan harapan ckan mendapatkan

penjelasan/tanggapan secara proporsional dari Sdh Gubornur,

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasihe NMohorn maat atas
seygala kekurangar dan kekhilatan., Semoga Allah SW I miemberikan
potunjuk dan hidayahNYA  kepada kita semua. Amin Yo Rabbal

Alamin.
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WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH,
WASSALAMMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATU.

Padang, 13 ['ebruari 2015
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4 Keberadaan Perda tersebul akan menjach payung hukum dalam
pengenaan retribusi jasa usaha, Untual tta perla pendataan vang
jetas  terhadap  scjauhmana kKewenangan  anlara Pemerintah
Provinsi Sumatera Saral dan Pemermtah Kobupaten dan Kota

terkait retribusi jasa usaha.

IV. Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas

Terhadap Ranperda Perlindungan Penyandang Disabilitas, scielah

mencermati aralt Ranperda dimaksud, kanuw dari Fraksi Gerindra menilai

1. Indonesia telah mengesahkan Convention on the Rights of Fersons
With Disabilities (CRPD/Konvenst mengenar Hak-hak Penyandang
Disabilitas] dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2001 Artinya
kebyjakan pemerintah di tingkat nasional maupun dacrah harus
sejalan dan senapas dengan isi, maksud, dan tujuan CRPD.

2% Namun, isu penyandang disabilitas belum menjadi perhatian
penting dari set’ap prograum, keglatan, dany anggaran yvang dibuat
pemerintah  daerah.Penyandang disabilitas,  belum  sepenuhnya
menjadi bagian dari arus utama pembangunan Pemerintah
Provinst dan Kabupaten-Kota.

3K Fraksi Gerindra menilai Ranperda  Periindungan  Penyandang
Disabilitas yang disusun dapat menjadi ikatan political will yang
memandu pada kebijakan konkret semua pemangku kepentingan
dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas yang sudah
menjadi arah kebijakan nasional, red @ 1w

4. Pemernlah  Previnst Sutsslera @ Baral t/diharapke.m dapat
memberikan perhatian yang lebih kepada Penyandang Disabilitas,
misalnya dalam hal sarana dan prasarana seperti Balai Latihan
Keterampilan (BLK}, 3czkolah-sekolah Khusus, Jumlah Tenaga
Pendidik dan anggaran. Dirda i

5. Pemexintah Previnsi Susratera BaratWliharapkan dapatsecara lebih
serius  dalam  melakukan pendataan penyandang disabilitas.
Pendataan dapat dilakukan melalui “Kartu Identitas” yang
menyatakan seseorang penyandang disabilitas. Kartu ini berguna
bukan hanya untuk pendataan, letapi juga alal bagi pemiliknya
untuk mendapatkan pelayanan publik tertentu,

Dengan berbagai pertimbangan, serta rekomendasi schagai bagian lak
terpisahkan dari PandanganUmum ini, Fraksi Partai Gerindra menyatakan
dapat mendukungd (empal] Rancangan Peraturan Dacrah yang  dimaksud
otk chibahassebelum  kemudian  cdisepakat dan ditetapkan  menjadi
Poeraturan Dacrah,

Namun demikian b.cla_jalr darr permasalabian vang, terjodt pada APBD
Provins: Sumatera Baral vang nasibriiva bhelvm juga el hingga saat ini dan
peloksanaan Perda yang berjalan sclamn ini, Fraksi Gerindra menilai peran

Gubernur sebagai Koordinator harus lebih intens membangun komunikast dan

@b
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Selanjutnya terhadap pertanyan-peitanyaan di atas, kami meminta Sdr.
Gubernur dapat hendaknya memberikan jawaban dengan  data yang
kongkrit/akurat, karena sangat dibutuhkan datam pembahasaan selanjutnya.

Yang kami pahami saat ini bahwa naskah Ranperda ini tidak menyinggung
sama sekali tentang [ungsi Ninik Mamak dan | KAAM, Pertanyaan kami
apakah fungsi dan kewcnangan da ninik mamak serta fungst dan
kewenangan LKAAM Provinsi Sumatera Barat terkall dengan Ranperda

Nagari.

RANPERDA TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Kami Fraksi PDI Perjuangan, PKB & PBI menyvikapi Ranperda i adalah
sehugai sebuah kewajaran yang harus ada ditengah-tengah kewajiban
pemerintah dalam  melaksanakan  funesinye. Pemerintah o dalam
melaksanakan fungsi sebagai Pembinaan Terhadap Jasa Kontruks harus
dapal menciptakan kontraktor yang baik dan tanggub.

Kontraktor akan menjadi tangguh apabila ada kerjusama atau pembiaan
vang didukung oleh instensi pemerintah dan swaosta, termasuk masyarakal

sebagal pengguna jasa akhir dari jasa konstruksi.

Pada penyampaian Nota Pengantar Sdr Gubernur tentang  Ranperda
menjelaskan bahwa Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak
diminati oleh masyarakat dengan meningkatnya jumlah perusahaan dibidang
ini, untuk ite kami bertanya :

1) Sejauh mana perlindungan dan pembinaan pemerintah dacrah Prov.
Sumatera Baral terhadap perusahan dibidang jasa konstrukst  yang,
masih pemula dan yang tergolong ekonomi lemah karena persaingan
dibidang jasa konstruksi ini culup ketat.

2) Pada memasuki pasar bebas, sejauh mana Perda in1 dapat melindungi
jasa konstruksi lokal ?

RANPERDA RETRIBUST JASA USAHA

Ranperda Retribusi Jasa Usaha yang akan kita bahas ini adalah merupakan
Rancangan Perubahan dari Perda No. 2 Tahun 2011, perubahan yang
dilakukan terhadap perda No. 2 Tahun 2011 setelah melihat realita/fakta dan
menyesuaikan dengan kondisi saat ini, schingga rancangan perda ini akan
melakukan penarnbahan dua jenis pelayanan jasa baru yaitu; Rumah
Potong Hewan dan Tempat Rekreasi.

Dengan penambahan dua ienis pelayanan baru di dalam Ranperda Retribusi
Jasa Usaha kami menyampaikan pertanyaan  Apakalr kedua schior tersebut
telah mempunyai sarana dan prasarana yang memadai?



B (o TERRTERET TN

[Cita membuat Perda tentunya bukan sekedar untuk menjadi bahan sosialisasi
saja tetapi diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan mempunyai
azaz manfaat, Begitu juga halnya dengan Ranperda Retribusi Jasa Usaha
dimana retribusi jasa usaha akan menjadi bahagian pendapatan daerah, maka
wajarlah kami bertanya tentang hal yang diatur dalan ranperda ini:

1) Apakah dengan rancangan perubahan tarif retibusi Jasa Usaha, sudah
diikuti perbaikan atau penyediaan sarana dan prasarana, sehingga
pihak yang mempergunekan dapat menerima peningkatan tarif? .

2) Apakah perubahan tarif ini sudah sesual dengan peraturan yang
berlaku dan bagaimana capaian targetnya?

3) Dan perbandingan capaian target Retribust Jasa Usaha tahun 2014
vang lalu, apakah sudah tercapai? Jika belum tercapai apa alasan
dilalkukan perubahan tarif

Jika pemerintah mempunyai niat untok  melakakan  terobosan  dalam
peningkatan PAD melalui Retribus Jasu Usaha, hendaknya pemerintah
melaikukan peningkatan kualitas dari sarana Jasu Usaha tersebut, khusus
dibidang rekreasi misalnya; peningkatan kualitas muscun Aditiawarman
untuk menarik pengunjung perlu adanya penambahan benda-benda kuno
tetapi jangan hanya museumnya saja, juga laman yane ada disckitar musceum
Juga harus ada peningkatan kualitasnya,

RANPERDA TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Dengan diberikan kesempatan vang sama untuk berkembang sebagaimana
dengan yang lainnya, penyandang disabilitas berpotensi untuk dapal
menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada vitalitas sosial,
budava, dan ekonomi dari masyarakat mercka.

Keprihatinan kita terhadap Penyandang Disabilitas yang hidup dalam
kemiskinen. Mereka adalals kelompok  yang paling keeil kemungkiiannya
untuk memperoleh manfaat dari pendidikan dan pelavanan  keschatan,
;.-;.‘kulipun kita tahu bahwa diantara mercka tersebut adalah orang yang
pintar. - yang perlu mendapatkan pendidikan yang wajar dan orag, perlu
mendapatkan perawatan kesehatan. '

Dengan  adanya  pemikiran tentang Ranperda in1 kami Iraksi PDI
DYV . , . )
Perjuangan, PKB & PBB  menyambut  baik, dengan  memberikan
pertanyaan/usulan/pertimoangan scbagai berikut

a. Penjelasan tentang kemudahan lasilitas yang diberikan harus Jjelas dan
dapat dipahami oleh mereka penyandang disabilitas.

b. Kemudahan dibidang pendidikan, terutama diperguruan  tinggi,
saran/imbauan kami kepada perguruan tinggi agar dapat memberikan
kemudahan disegi pembiayaan dengan memberikan potongan harga
50%, atau memberilcan beasiswa,

¢. Kemudahan dibidang transportasi, masih ada fasilitas halte dari
transportasi umum terutama milik pemerintah tidak ramah kepada
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.r penyandang disabilitas seperti tidak adanya tangga lkhusus bag:
‘ penyandang disabilitas, dan kiranya diberikan potongan harga karcis
‘ S0% kepada mereka.

Savdura Pimpinan dan Anggota serta segenap hadirin yang kami
hormati,

Fraksi PD! Perjunagn, PKB & PBB menghimbau kepada pemerintah kirannyu
maksud dan tujuan ranperda-ranperda yang akan kita bahas lebih dalam lagl ini
mendapat perhatian bersama dari kita semua agar implementasi serta tujuan dan
mantaatnyva dirasakan oleh masyarakat Sumatera Barat nantinya.

Demikian Pandangan umum ini kami sampaikan semoga bermanfaat dan kita
semua diberi-Nya kesehatan agar selalu dapat melaksanakan tugas pembahasan 4
(empat) Ranperda di atas hingga tuntas.

Alhirnya kami ucapkan terimaksih atas segala perhatian dan mohon maaf atas
segala kekurangan.

Wallahul muwaffiq ilaa Aqgwamit Thorig
Wassalamu’alaikum We. Wb

Padang, 13 Iebruart 2015

FRAKSI PDI PERJUANGAN, PKB & PBB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALRATI PROVINSI SUMBAR
PERIODE 2014-2019

QQ Ketua
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ALBERT HENDRA LUKMAN, SE CHANIAGO, SH

Drs. HBURHANUDDIN PASARIBU
Jury Bicarn




